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ABSTRAK 
 
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan 
antar seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah 
salah satunya adalah ijarah ( sewa-menyewa dan upah). Seperti yang terjadi di PT 
Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu, dimana dalam 
sistem pengupahannya tidak sesuai dengan ketetapan yang di buat oleh 
pemerintah kabupaten Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun hal tersebut 
mendatangkan kerelaan antara keduanya, namun menurut peneliti hal tersebut 
dapat mendatangkan kemudhoratan sehingga merugikan salah satu pihak. Dalam 
hukum Islam telah di tetapkan bahwa suatu akad di anggap sah apapabila 
dilakukan oleh mukalaf dan harus adanya kejelasan dan suka sama suka dari dua 
belah pihak dan tidak ada yang di rugikan. 
Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana sistem pengupahan 
pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) dan Bagaimana analisis hukum Islam 
tentang sistem upah pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mangetahui sistem upah kerja yang 
dilakukan oleh Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu. Untuk mangetahui perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan 
upah kerja Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu. 
Adapun metode Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research) yang merupakan metode untuk manemukan secara khusus dan realitas 
tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep Analisa Hukum Islam 
Tentang Upah Minimum Regeonal (UMR) bagi Pegawai PT Budi Lampung 
Sejahterah (BLS). Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga 
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pandukung dalam 
melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di 
perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk di teliti. 
 
 
Berdasarkan penelitian yang di gunakan di atas, dapat di simpulkan bahwa 
dalam sistem pengupahan yang di lakukan oleh perusahaan PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) belum sesuai dengan ketetapan hukum Islam ataupun menurut 
ketetapan pemerintah karena sistem pembayaran upah pegawai tidak mencukupi 
kebutuhan hidup pewagai, apa lagi kadang terjadinya keterlambatan membayar 
upah pegawai yang menimbulkan aksi pegawai.  
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MOTTO 
 
  َ    َ   َ  َ  ِ   ٱ  ِ   َٓءا َ َ ُ ِ   ِ  َ ِٰ   َ  ْا ُ   ُ ْا  ُ َاَء   ِ  ِۡ ۡ     ۡ ُ   َِ ۡ َ  ََو
  َ ََٔ ْۚ ا ُ  ِ ۡ َ    َ   َ َ   ٍ َۡ  ُن  ْ ا ُ  ِ ۡٱ  َو ٰۖى َ ۡ   ِ  ُب َۡ َأ  َ ُ ْ ا  ُ  ٱ  ۚ َ   ٱ   ِنإ َ   ٱ 
 َن ُ  َ ۡ َ   َِ  ۢ ُِ  َ   
 
Artinya  : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.1 (QS. Al-Maidah (5) :8) 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
1Departermen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Diponogoro, 2014), 
hlm 108. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN  
A. Penegasan Judul 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam meneliti ini, terlebih dahulu 
akan menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini ” 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MINIMUM 
REGIONAL (UMR) BAGI PEGAWAI PT BUDI LAMPUNG 
SEJAHTERA (BLS) ”(Stadi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu). Adapun pengertian 
beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi di atas sebagai berikut: 
a. Tinjauan adalah pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dan sebagainya).2 
b. Hukum Islam  adalah  seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di 
yakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.3 
c. Upah Minimum Regional (UMR) adalah  
d. merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 
termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam satu daerah.4 
e.  Pegawai adalah orang-orang  yang bekerja pada suatu lembaga kantor, 
perusahaan, dan dll dengan mendapat gaji (upah).5 
                                                             
2 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1996), hlm, 950. 
3 Amir Syarifuddin, Usul Fiqih Jilid I. El. VI, (Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu, 2005), 
hlm, 5. 
4 Abdul Khakim. Pengupahan dalam Perspektif Hukum ketenagakerjaan Indonesia 
(Bandung; PT Citra Aditya bakti 2016),  hlm, 28 
5   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Op. Cit , hlm, 488. 
 
 
f. PT Budi Lampung Sejatera adalah suatu badan hukum untuk 
menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, 
yang pemiliknya sebanyak saham yang di milikinya.6 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa 
yang di maksud dengan judul tersebut adalah suatu pandangan hukum Islam 
tentang kesepakatan sistem upah kerja yang tidak sesuai ketentuan hukum, 
bagi pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan 
Ratu. 
B. Alasan Memilih Judul 
a. Masalah kesepakatan kerja bagi umat Islam tidak lepas dari norma 
agama yang berkaitan dengan upah-mengupah dan erat hubungannya 
dengan perekonomian masyarakat.7 Sehingga perlu mendapat perhatian 
lebih bagai mana pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam karena 
kesepakatan kerja dan upah-mengupah yang di lakukan oleh pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
b. Permasalah judul sesuai jurusan yaitu muamalah, yang mengkaji 
beberapa transaksi dalam Islam, termasuk kesepakatan kerja dan sistem 
upah-mengupah. 
c. Tersedianya data-data literature, serta lokasi penelitian yang mudah di 
jangkau oleh peneliti. 
 
C.   Latar Belakang Masalah 
 
       Upah merupakan masalah yang erat hubungannya dengan 
perekonomiaan masyarakat dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup demi kelangsungan hidupnya, untuk itu manusia harus berkerja 
                                                             
6   PT Budi Lampung Sejahtera (BSL) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
7   Hasbi Ash-Asiddiqy. Falsafah Hukum Islam.(Jakarta; Bulan Bintang, 2003), hlm,  44. 
 
 
sebab dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya 
dan salah satu bentuk muamalah yang terjadi di antara sesama manusia 
dalam hubungan kerja di bangun secara kontraktual tertulis maupun tidak 
tertulis mengenai berbagai hal, di antaranya mengenai jenis pekerjaan, jam 
kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain- lain, bagi industri yang sudah maju 
kontrak kerja di tuangkan dalam bentuk  perjanjian kerja bersama antara 
pihak perusahaan dan tenaga terja yang di wakili oleh pengurus serikat 
pekerja di perusahaan tersebut.8 
 
 
Biasanya dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus dengan 
apa yang di perjanjikan termasuk mengenai upah, maka tidak heran akan 
muncul protes dan demonstrasi bahkan pemogokan kerja menuntut 
kenaikan upah. Dalam Islam upah pekerja di sebut ujrah.9 Allah Ta’ala  
berfirman (Q.S. Al-Maidah (5) : 8): 
   َ  َ    َ ٱ َ  ِ     ْ ا  ُ َاَء  َ  ََ ٔ ُنا  ۡ َ  ٍ     َ َ     َ  ۡ  َ ْۚ ا ُ  ِ ٱ ۡ  ْ ا ُ  ِ  َ  ُ  ۡ َأ ُب َ   ۡ   ِ  
 ْ ا ُ   ُ  ٰ   َ  َ  ِ  ِ   ِ  ٓ ا َ َ ُ َء  ِ    ۡ  ۡ ِ    ِ   ََو  ۡ َ ۡ  ُ   َِ  ٰۖى َ  َوٱ ْ ا  ُ   ٱ ۚ َ      ِنإ 
ٱ َ     ۢ  ُِ  َ   َِ   ۡ  َ َن ُ  َ     
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
                                                             
8  Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam cet.17, (Bandung: PT Sinar Baru), 1998, hlm, 303. 
9  Ahmad Muslich Hadi, Fiqih Mauamalah (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010), 
hlm, 66. 
 
 
lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 10  
Pemberian upah kepada pekerja hendaknya berdasarkan atas jasa 
keadilan yang artinya adil bagi pekerja atas apa yang di kerjakannya serta 
mampu memenuhi hidup yang layak. Besarnya upah mencerminkan nilai 
karya mereka diantara para pekerja atas apa yang mereka kerjakan. Oleh 
karna itu para pekerja  merasa pemberian upah yang tidak memadai atau 
mencukupi maka produktifitas kerja, kinerja, serta kepuasan kerja mereka 
akan menurun secara drastis di mana hal ini tentunya akan berpengaruh 
terhadap jalan aktifitas perusahaan. Dinamika persoalan upah tenaga kerja 
di Indonesia pun masih menjadi pekerjaan rumah tangga bagi kabinet kerja 
pemerintahan Indonesia. Masalah yang muncul perusahaan terkadang 
memberikan upah kepada tenaga kerja masih di bawah standar upah 
minimum yang di tetapkan pemerintah. Persoalan mengenai upah buruh 
tenaga kerja di perusahan sering di suarakan tenaga kerja melalui aksi 
buruh untuk menuntut keadilan tentang kenaikan upah. Dari ‘Abdullah bin 
‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 
 َأ ُُهقَرَع َّفَِيج ْنَأ َلْبَـق َُهرْجَأ َيرِجَلأا اُوطْع 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.11  
(HR. Ibnu Majah, shahih) 
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 
selesainya pekerjaan. 
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 
Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, adalah diktum 
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menimbang mengatakan; Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan 
penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu di tetapkan upah minimum 
dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa 
mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta 
perkembangan perekonomian pada umumnya. Dan bahwa untuk 
mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan 
kemampuan perusahaan secara sektoral, maka di samping penetapan upah 
minimum Regional, juga di lakukan penetapan Upah minimum Regional.12 
Upah dapat di pandang dari dua segi yaitu moneter dan yang bukan 
moniter jumlah uang yang diterima seorang pekerja selama jangka waktu 
tertentu katakanlah sebulan, seminggu, sehari, mengacu pada upah 
nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung 
dari berbagai faktor Seperti jumlah upah berupa uang daya beli uang, yang 
boleh di katakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya di 
terima oleh seorang pekerja karena kerjanya.  
Pekerja kaya atau miskin di beri imbalan, baik atau buruk 
sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya. 
Upah yang di terima tenaga kerja karena adanya hubungan kerja yang di 
ikat melalui perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian 
kerja tersebut di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 
dalam Bab IX  Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah 
perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Lahirnya Hak 
kompensasi berupa upah setelah tenaga kerja menyelesaikan  kewajiban 
pekerjaan pada perusahaan. Perjanjian kerja inilah yang menjadi hukum 
tertulis yang harus di taati bersama antara pihak perusahaan dan tenaga 
                                                             
12 Much. Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak Outsourcing  
(Jakarta: Visimedia, 2009), hlm, 2-3. 
 
 
kerja untuk mengatur tentang sistem pemberian upah kepada tenaga kerja. 
Sendjun Manulang dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum  
Ketenagakerjaan di Indonesia mengutip ahli hukum ketenagakerjaan. 
Imam Soepomo dalam bukunya perburuhan mengemukakan mengenai 
hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada 
pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara 
tenaga kerja dengan tenaga kerja dan antara tenaga kerja dengan penguasa. 
Perjanjian kerja yang di buat perusahaan tidak boleh bertentangan dengan 
kebijakan tentang penetapan standar upah minimum yang di atur oleh 
pemerintah.  
Penetapan upah dalam perjanjian kerja dengan mempertimbangkan 
standar kebutuhan hidup layak tenaga kerja dan keluarganya, sehingga 
perusahaan yang memberikan upah kepada tenaga kerja tidak 
memperlakukan tenaga kerja seenaknya sendiri dengan mengambil suatu 
keuntungan besar untuk perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan 
tenaga  kerja.13 
Kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tertuang di dalam 
Pasal 14 Undang-Undang No. 25 tahun 1997 juga menyebutkan bahwa 
perjanjian kerja yang di buat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat 
keterangan sembilan poin. Salah satunya memuat point mengenai besarnya 
upah dan cara pembayaranya.14 Pentingnya peran upah dalam hubungan 
kerja dengan perusahaan yang di buat melalui perjanjian kerja. Indonesia 
memiliki beberapa sistem upah yang dapat di jadikan sebagai pilihan 
dalam pemberian upah kepada tenaga kerja dalam hubungan kerja yaitu 
                                                             
13 Gunadi Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Pancasila. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 
hlm 14. 
14 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo, 
2003), hlm. 45. 
 
 
sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut satuan hasil, upah 
borongan, sistem bonus, sistem mitra usaha.15 
Upah sudah menjadi gambaran umum dalam berbagai 
masyarakat di mana saja yang hubungan-hubungan kerja di tentukan, di 
ataur atau di kendalikan oleh seseorang atau dari golongan pengusaha dan 
pihak yang memperkerjakan perkerja yang di lihat dari aturan pemberian 
pengertian upah pada UU 13/2003, misalnya penetapan standar upahbagi 
setiap perushaan atau yang memeberikan pekerjaan. pantas di 
perusahaannya dan memberikan perawatan dokter  yang layak   termasuk 
obat-obatan  yang di perlukan, juga dalam hal luka tidak terjadi 
sehubungan dengan hubungan kerja dan menyediakan air mandi dan air 
minum yang baik (Pasal 4). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di 
pidana dengan denda setinggi- tingginya seribu lima ratus rupiah (Pasal 
5).16 
Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan kebijakan 
pengupahan, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan 
yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan 
daya beli masyarakat, di lainnya pihak, kebijakan pengupahan  di 
maksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan 
kesempatan kerja sertamampu menahan laju inflasi.17 Sebenarnya 
kebijakan pengupahan  sudah jelas Intinya buruh harus di bayar sesuai 
ketentuan perundangan. Kalau masih lajang dan masa kerja di bawah satu 
tahun, di bayar dengan upah minimum yang di tetapkan di provinsi atau di 
kabupaten/kota. Penetapan upah minimum di lakukan pemerintah setelah 
                                                             
15 Yusup Saputra Eman, Http://Ekoxi.Blogspot.Co.Id/2009/12/Sistem-Upah-Yang-
Berlaku di-Indonesia. di akses pada 10 May 2017 Pukul. 21.00 wib. 
16 Payaman J. Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, (Jakarta; Lembaga 
Penerbit ,2011), hlm 129. 
17  Ibid.,hlm 59. 
 
 
menerima rekomendasi dari dewan pengupahan tripartit (pemerintah, 
Apindo, serikat buruh). 
Rekomendasi tripartit di peroleh setelah mereka melakukan survei 
terhadap 60 komponen upah minimum, seperti sandang, pangan, 
perumahan, sosial, dan lainnya. Mereka yang sudah bekerja di atas 
setahun harus di bayar di atas upah minimum dengan menggunakan skala 
upah yang harus di miliki setiap perusahaan. Kalau sudah ada sistem, 
kenapa setiap tahun ada demo, bukankah aspirasi buruh sudah 
terakomodasi oleh dewan pengupahan tripartit? Jawabannya: mekanisme 
di atas tidak sepenuhnya terjadi. Banyak penyimpangan dan penggelapan. 
Tingkat cakupannya rendah, begitu juga kepatuhannya. Akibatnya rawan  
konflik  dan  tak  layak  di teruskan  sebagai sistem untuk merespon 
gugatan atas di stribusi keuntungan yang tak adil, kesinambungan usaha 
dan pekerjaan. Justru sistem ini telah menawan hubungan industrial 
Indonesia tetap berada dalam kondisi tak harmonis. Perlu sistem 
pengupahan baru yang memuat empat indikator; adil, memiliki 
kepatuhan, mendorong keberlangsungan kerja dan usaha, berkontribusi 
terhadap lapangan kerjabaru.18 
Upah adalah hak buruh/pekerja yang di nyatakan dan di terima 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
pada buruh/pekerja yang di tetapkan dalam suatu perjanjian pekerja, 
kesepakatan, atau peraturan Undang-Undang termasuk tunjangan bagi 
buruh/pekerja atas suatu pekerjaan yang telah di lakukan. 
Penulis memilih PT Budi Lampung Sejahtera (BSL) Way Hanakau 
Kec. Pakuan Ratu karena melihat keadaan langsung dilapangan 
bahwasannya Desa Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu kabupaten way 
kanan, terdapat banyak yang berpotensi sebagai Pegawai PT Budi 
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Lampung Sejahtera (BSL) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. Jam kerja 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BSL) telah di tetapkan, yaitu (pagi) 
jam 07.00-11.00 kemudian (sore) jam 13.00-16.00 itu untuk pegawai tetap, 
untuk pegawai penyadap yaitu (pagi) jam 03.00-11.00 Tetapi dengan upah  
itu apakah sudah sesuai dengan Upah Minimum Regeonal (UMR) Bagi 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) karena melihat di mana 
pegawai sering timbul adanya demonstrasi bahkan pemogokan kerja 
menuntut kenaikan upah dan pemberian upah karena ada yang belum 
maksimal dalam sistem pembayaran upah Upah Minimum Regeonal 
(UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). 
Ketertarikan peneliti pada masalah ini karna ingin melihat apakah 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan 
Ratu sudah sesuai dengan Upah Minimum Regeonal (UMR). Perkerja 
harus memberi kan hasil yang maksimal dari kerja mereka begitupun 
dengan perusahaan yang memberikan pekerjaan juga harus memberikan 
motivasi pekerja dan juga harus memberikan upah mereka, sehingga tidak 
ada pihak yang di rugikan dan menghasilkan kerja sama yang maksimal. 
karena Islam adalah agama yang mengutamakan prinsip keadilan, 
menjujung tinggi persaudaraan antar sesama manusia, meneggakkan 
kebenaran dan menghilangkan kebatilan.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik 
untuk meneliti masalah ini dengan judul: ”TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) BAGI 
PEGAWAI PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA (BLS)” (Stadi Kasus 
Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu). 
 
 
 
D.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan observasi penelitian, di temukan berbagai gejala-gejala, yang 
terjadi dalam pemberian Upah Minimum Regeonal (UMR) Bagi Pegawai PT 
Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu, gejala-
gejala tersebut antara lain: 
1. Bagaimana sistem pengupahan pegawai PT Budi Lampung Sejahtera 
(BLS)? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang sistem upah pegawai PT Budi 
Lampung Sejahtera (BLS)? 
 
 
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian . 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui sistem upah kerja yang di lakukan oleh 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu. 
b. Untuk mengetahui perspektif  hukum Islam tentang pelaksanaan 
upah kerja Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk menjelaskan aspek-aspek tentang sistem upah kerja dalam 
perspektif hukum Islam. 
b. Untuk memberikan pengetahuan baru yang dapat di jadikan 
landasan bagi pegawai untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan terhadap sistem upah kerja sesuai dengan syariat Islam. 
 
E. Metode Penelitian 
Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka 
metode yang di gunakan adalah : 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 
pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus 
dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep 
Analisa Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regeonal (UMR) bagi 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahterah (BLS). Selain penelitian 
lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 
penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di 
 
 
perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk di 
teliti.19 
 
2. Sifat Penelitian 
Data yang di peroleh sebagai data lama, di analisa secara bertahap 
dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang.20 Dalam penelitian ini akan di dekripsikan tentang bagaimana 
Upah Minimum Regeonal (UMR) di tinjau dari Hukum Islam. 
3. Data dan Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 
Upah Minimum Regeonal (UMR) yang terkait tentang masalah 
Pemgupahan, mekanisme pengupahan antara pihak-pihak yang 
melakukan transaksi antara perusahaan dan pegawai dan oleh karena itu 
sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari 
responden atau objek yang di teliti. Dalam hal ini data primer yang 
di peroleh peneliti bersumber dari Upah Minimum Regeonal (UMR) 
Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahterah (BLS) selaku pegawai 
dan yang memahami pengupahan dalam mekanisme Upah Minimum 
Regeonal (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahterah 
(BLS). 
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b. Data Skunder 
Data Skunder adalah data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan 
di laporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, 
walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data 
skunder yang di peroleh peneliti dari dari buku-buku yang 
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam 
penelitian ini. 
4. Populasi dan Sampel  
a. Popolasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabilah seseorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitian 
juga di sebut  populasi atau sensus.21 Pada penelitian di lapangan di 
temukan populasi yang berjumlah 510 orang pegawai PT Budi 
Lampung Sejahtera (BLS). 
b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.22 Seperti 
yang di kemukakan oleh Arikontu apabilah subjek kurang dari 100 
lebih baik diambil semua sehingga penelitiaannya adalah penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat di 
ambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.23 Karena populasi 
dalam penelitian ini lebih dari 100, maka populasi yang di ambil 
antara 10-15%. Adapun tehnik pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah Rendom Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek 
yang akad di jadikan sampel dari populasi di lakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.24 
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22  Ibid., hlm, 108. 
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24 Kartini Kartono,  Op.Cit., hlm, 120. 
 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Pegawai PT Budi Lampung Sejahterah (BLS) kadang melakukan  
protes dan demonstrasi. 
2. Pegawai PT Budi Lampung Sejahterah (BLS) pemogokan kerja 
dan menuntut pemberian upah. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu : 
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
gejala atau penomena yang ada pada objek penelitian.25 Pengumpuan 
data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung 
yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata 
tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan 
tersebut.26 Observasi yang yang di lakuakan yaitu dengan mengamati 
sistem pembayaran upah dalam perspektif Islam. 
b. Interview 
Interview adalah proses memproleh keterangan untuk tujuan 
penelitian cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
atau yang pewawancara dengan si penjawab atau responden, atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
menggunakan alat yang di namakan interview guide (panduan 
wawancara).27 Wawancara di lakukan guna untuk menggali 
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   26 Moh. Nazir, Ph. D, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm, 154. 
27 Ibid., hlm, 166. 
 
 
informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan 
masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. 
c. Studi Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
di tujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 
adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis di 
susun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 
sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka 
kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu 
yang di selidiki. 
 
6. Teknik  Pengolahan Data 
a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah di serahkan 
oleh para pengumpul data. 
b. Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para 
responden kedalam kategori-kategori.28 
c. Sistematisasi data adalah  suatu penjabaran secara deskriptif tentang 
hal-hal yang akan di tulis yang secara garis besar terdiri dari bagian 
awal, bagian isi dan bagian akhir. 
7. Metode Analisis Data  
Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
di sesuaikan dengan kajian penelitian,yaitu Analisa Hukum Islam 
Tentang Upah Minimum Regeonal (UMR) Bagi Pegawai PT Budi 
Lampung Sejahterah (BLS) yang akan di kaji menggunakan metode 
kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui akad kotrak, dan sistem pengupahan PT Budi Lampung 
Sejahterah (BSL). Tujuannya dapat di lihat dari sudut pandang hukum 
Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta 
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memberikan pemahaman mengenai Upah Minimum Regeonal (UMR) 
dalam perspektif hukum Islam. 
Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir 
induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala 
yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan 
yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.29 Metode ini 
digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal ynag 
berkenaan dengan sistem akad kontak pegawai, dan mekanisme Upah 
Minimum Regional (UMR) yang di tinjau dari hukum Islam.Hasil 
Analisis yang di tuangkan dalam bab-bab keseluruhannya di rumuskan 
dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 
KONSEP UPAH DALAH ISLAM 
 
 
A. Teori Upah dalam Islam 
1. Upah Menurut Islam  
a. Upah  Menurut Etimologi 
Upah dalam bahasa Arab sering di sebut dengan ajrun/ajrān yang 
berarti memberi hadiah/ upah.Kata ajrān mengandung dua arti, yaitu 
balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah 
uang dan sebagainya yang di  bayarkan sebagai balas jasa atau bayaran 
atas tenaga yang telah di curahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah di 
berikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang di terima oleh 
pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain 
yang berstatus sebagai majikan.30 
b. Upah  Menurut Terminologi 
         Menurut Afzalurrahman memberikan pengertian bahwa upah 
merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang di bayarkan atas 
jasanya dalam produksi, sedangkan menurut Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, yang di maksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh 
yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang di tetapkan 
dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya 
atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan di lakukannya.31 
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Upah di masukan dalam kaidah sewa menyewa di mana melibatkan 
mu’jir dan mu’tajir (sewa dan menyewakan) perusahaan di anggap sebagai 
pihak penyewa sedangkan pekerja di anggap sebagai pihak yang 
menyewakan. Hal ini dapat di lihat antara perusahaan dan pegawai 
terdapat kontra kerja kesepakatan-kesepakatan.32 
Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul fiqih 
muamalah, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah 
atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atau upah karena melakukan 
sebuah kegiatan, atau upah karna melakukan suatu aktivitas.33 
Para ulam berbeda-beda pendapat dalam mendifinisikan ijarah, anatara 
lain adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah ialah: akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di 
sewakan dengan imbalan.34 
b. Menurut Malikiyah bahwa Ijarah ialah: nama bagi akad-akad untuk 
kemanfaatan yang bersifat kemanusawi dan untuk sebagian yang dapat di 
pindahkan.35 
c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaaikh Umairah bahwa yang di 
maksud dengan ijarah adalah: akad atas manfaat yang di ketahui dan di 
sengaja untuk memberi dan memperbolehkan dengan imbalan yang di 
ketahui ketika itu.36 
Upah yang di masuk kan kedalam wialaya fiqih muamalah yakni dalam 
pembahasan tentang ujarah. Menurut bahasa ujarah yang berati upah 
sedangkan ujarah atau ijarah atau ajaara dan yang fasih adalah ijahar.37 
                                                             
  32  Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam cet.17 (bandung: PT Sinar Baru 1998), hlm, 303. 
  33  Helmi Karim Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 29. 
34 Abdurrahrahman Al-Jaziri ‘Ala Madzahid Al-Ba’ah Beirut Dikutip Oleh Hendi 
Suhendi, Fiqih Muamalah cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 114. 
35 Ibid., hlm, 64. 
36 Ibid., hlm, 98. 
37 Ibid., hlm, 241. 
 
 
Uraian di atas rasanya mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa 
hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh di katakan bahwa 
pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua 
belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong 
menolong yang di ajarkan oleh agama. Ijarah adalah salah satu jalan untuk 
memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai ijarah ini 
merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu di lakukan. 
 
2. Legalitas Dan Dasar Hukum Ijarah 
Ulama sepakat bahwa ijarah di perbolehkan. Ulama 
memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’an. Al-
Sunah dan ijma’. Legitimasi dari Al-Qur’an antara lain: 
 
1. Firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah (2) :233) : 
 
۞ َوٱ ۡ  ٰ  َ ٰ  َِ  ُت  ۡ ُ  ۡ  ِ َ   َۡوأ ٰ َ    ُ َ  ۡ  َ ِ َۡ     ِ ۡ َ  ِ َ  ۡ  َِ   َداََرأ َنأ    ِ ُ  
ٱ ۚ  َ َ  َ     َ ََو ٱ ۡ   ۡ  َِد ُ   ُ َۥ  ِۡزر    ُ ُ  ۡ ِ َو    ُ ُ َ  ِ    ۡ   ۡ  َ  ِفو ُ   َ   ُ   َ ُ  
 ۡ  َ  ٌ    ِإ  ۡ ُو ۚ   َ َ   َ   َُ   ر  ٰ َ ۢ ُة َ ِ   َِ َ َِ    ََو  ۡ  َ ٞد ُ   ُ   ۥ  ِ هِ َ َِ  ۚۦ  َ ََو 
ٱ ۡ   ِِثرا َ  ۡ  ِ  ُ  ٰ  َ ۗ  َِ   ِۡن َ  اَداََرأ   ً  َِ    َ  ٖضا ََ   ۡ ِ ّ  َ ُ  ٖرُو  ََ َو   ََ  
 َح  َ ُ  ۡ َ  َ ۗ   َ ِ  ۡن   ۡ   دََرأ َنأ  ۡ َ  ۡ َ ٓ  ُ ِ ْ ا  َۡوأ ٰ َ ۡ  ُ َ   ََ   َح  َ ُ 
 ۡ َ  َ ۡ  ُ اَِذإ  ۡ    َ  ُ  ٓ       ۡ َ اَء  ُ  ِ    ۡ   ۡ  َ  ِفو ُ 
 
 
  َوٱ ْ ا  ُ   ٱ َ     َوٱ ۡ  ٓ  َُ  ْ ا   َنأ ٱ َ      َِ   ۡ  َ َن ُ  َ  ٞ  َِ      
 
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.38 
 
2.   Firman Allah Dalam Surah Al-Talaq Ayat 6: 
 ۡ َأ    ُ  ُ ِ  ۡ  ِ  ۡ  َ  ُ   ُ  َ َ  ِ ّ  ۡ ُو ُ  ِ ۡ    ََو   َُ     ُو  ر  ْ ا  ُِ ّ َُ ِ 
 ۡ َ  َ ۚ    ِ ن      ُ  ٰ َُْوأ ِ   ۡ َ ٖ   ْ ا  ُِ  َ َ   ۡ َ  َ    ِ  ٰ    َ  ۡ  ََ  َ   ۡ َ ۚ   َُ  
 ِۡن َ   َأ ۡ  َ َ   ۡ  َُ   ََف ٔ     ُ ُ ا     َُر  ُُأ  ۡ َو ْ او ُ َِ   ۡ َ   ُ َ  ۡ  َِ   ٖفو ُ ن  
 ۡ َ  َ َ ۡ  ُ  ۡ ُ ََ  ِ  ُ   ُ َ ۥٓ  ۡ ُأ ٰى َ     
 
…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya..39 
3.  Dasar Hukum Pengupahan    
                                                             
38 Departermen Agama RI, Op.Cit ), hlm, 37. 
39 Ibid., hlm, 558. 
 
 
Sumber hukum dalam Islam yang di pakai dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-
Qur’an dan Sunah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum 
yang dapat di gunakan. Al- Qur’an sebagai sumber hukum dasar yang 
menjadi pijakannya. Allah menegaskan tentang pengupahan ini dalam 
Qur’an dan Hadist sebagai berikut: 
 
 
 
a. Sumber dari Al-Qur’an sebagai berikut: 
1) (Q.S At-Taubah (9) : 105) 
 
 ِ ُ َو ٱ ۡ  ْ ا ُ  َ ىَ َ ََ  ٱ ُ     ۡ  َُ  َ َ  ُ َرَو ُ ُ ۥ  َوٱ ۡ   ۡ  ُ َۖن  ُ ِ  َنو دَ ُ ََو 
 ٰ َِإ  ٰ  َ ِ ِ  ٱ ۡ  ۡ  َ ِ   َوٱ ٰ َ     ِة َ   ُ ُِ َّ  ُ َ   َِ   ۡ  ُ  ُ  ۡ  َ َن ُ  َ     
dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.40  
 
Penafsirkan At Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan 
dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb :  “Bekerjalah Kamu, demi karena 
Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk 
diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat 
yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu ” Tafsir dari melihat 
dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap 
                                                             
   40  Ibid., hlm, 203. 
 
 
amal-amal itu. Sebutan lain dari pada ganjaran adalah imbalan atau upah 
atau compensation.41 
 
2) (Q.S An-Nahl (16) :97) 
 ۡ  َ   َ ِ َ  ٰ َ ٗ ِ    ِ ّ  ٍ  ََذ  َۡوأ  ٰ َ ُأ  َ  َُو  ۡ  ُ ٞ  ِ  ۡ  َُ َ  ُ   َ ِ ۥ  ٰ  َ َ ٗة  ۖ  ٗ َِ ّ َ 
 ۡ َ ََو ۡ  ُ   َِ   ۡ َأ  ُ َ  ۡ َ ِ  ِ  َ   َ  ْ ا ُ  َ  ۡ  َ َن ُ  َ     
 
Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami 
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan.42 
 
Penafsirkan At Nahl ayat 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan 
dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: Di tekankan dalam ayat 
ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang 
sama dan bahwa amal saleh harus di sertai iman. 
 
3) (Q.S Al-Ahqaf (46) :19). 
 
 ٖ ّ ُِ َو  ٰ ََرَد ٞ      ِ ّ  ْۖ ا ُ  ِ َ  ۡ  ُ َِ ّ َُ َِو  ۡ َأ ٰ َ ۡ  َُ   ۡ  َُو   َ  ۡ  ُ  َُ  َن     
 
                                                             
41 Quraish Shihab, Tafsir Al-Musbah: Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, vol.5 (Jakarta; 
Lentera Hati, 2002), hlm 237.  
  42  Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm, 278.  
 
 
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada di rugikan.43 
 
 
Penafsirkan Q.S Al-Ahqaf (46) :19 Quraish Shihab menjelaskan 
dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: masing-masing orang, 
muslim dan kafir, akan mendapatkan kedudukan yang sesuai apa yang ia 
lakukan. Itu semua agar Allah menunjukan keadilan-Nya kepada mereka 
dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa di curangi sedikit 
pun, karena berka berhak menerima balasan yang telah di tentukan 
untuknya.44 
4) (Q.S Al-Kahfi (18) :30) 
 
  ِنإ ٱ َ  ِ     َ اَء ْ ا  ُ  ْ ا ُ  ِ ََو ٱ ٰ     ٰ َِ  ِ     ِإ   َ  ُ   ُِ   ۡ َأ َ   ۡ  َ  ۡ َأ َ  َ 
  ً َ َ     
Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami 
tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan 
amalan (nya) dengan yang baik.45 
 
Penafsirkan Q.S Al-Kahfi (18) :30 Quraish Shihab menjelaskan 
dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: 
Sesunggunya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
membuktikan keimanan mereka dengan kami sesuai dengan keagungan, 
                                                             
  43  Ibid. ,hlm, 504. 
44  M. Quarish shahih, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 361 
45  Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm, 295. 
 
 
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang baik amalnya. Ayat 
ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah di lakukan manusia, 
pasti Allah balas dengan adil. 
 
5) (Q.S Al-Qashash (28) :26-27) 
 
 َل َ   ٓ ِ ِّإ  ُ  ُِرأ  َۡنأ   َ َ ِ ُأ  ۡ ِإى َ ٱ ۡ    َ َ   ٰ َ ِ ۡ َ    َ َ َنأ  ۡ َ   ِ َ ُ  ٰ ََ  َ ِ 
   ٖ  َ ِ  ِۡن َ   ۡ  َ ۡ  َ  َ  ٗ ۡ َ   ۡ  َِ   َۖك ِ  ِ  ٓ   ََو  ُ  ُِرأ  َۡنأ     َُأ  ۡ َ  َ ۚ َ 
 ٓ ِ ُ ِ َ َ ِنإ  ٓ   َ َء ٱ ُ     َ  ِ ٱ ٰ     َ  ِِ      
 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang Kuat lagi dapat dipercaya". 
27.  Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak 
hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang- orang yang baik".46  
 
            Penafsirkan Q.S Al-Qashash (28) :26-27 ini, Quraish Shihab 
menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: salah 
seorang dari kedua wanita itu berkata “wahai ayah, pekerjakan pemuda itu 
untuk mengembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji! 
                                                             
46  Ibid.,  hlm, 388. 
 
 
Sungguh, ia adalah orang yang paling baik di antara orang kamu 
pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat di percaya” syu’aib 
berkata kepada musa, “Aku bermaksud mengawinkan mu dengan salah 
seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus berkerja pada kami 
selam delapan tahun. Tapi, jika kamu ingin menggenapkan nya menjadi 
sepuluh tahun sebagai sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak 
mengharuskannya memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu 
akan mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh, yang baik dalam 
bermuamalat dan menepati janji. 
 Berdaasarkan ayat-ayat yang telah di sebutkan, maka upah dalam 
konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek. Yaitu dunia dan 
akherat, tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada 
akherat itu lebih penting dari pada penekanan terhadap kehidupan dunia 
(dalam hal ini materi). 
b. Hadits Rasulullah Tentang Upah sebagai berikut:       
Dalam Hadits Nabi SAW berarti upah hasil pekerjaan.   
 ُع ِنِْبا ْنَعَو َرَم -اَمُه ْـنَع ُهَّلَلا َيِضَر  َلَاق : ِهَّلَلا ُلوُسَر َلَاقصملسو هيلع اللها ىل: أ اُوطْع
 َرْجَأ َيرِجَْلأَا َّفَِيج ْنَأ َلْبَـق ُه ُهقَرَع) هَجاَم ُنِْبا ُهاَوَر( 
 
Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Berikanlah 
kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. 47 (HR Ibnu 
Majah). 
Maksud dari hadist ini adalah bersegeralah menunaikan upah hak upah 
pekerja setelah selesainya pekerjaan.Karena menunda membayar gaji 
pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. 48 
                                                             
47 Shahih Sunan Ibnu Majah Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani juz II, t.t. 
(Maktabah Al Ma’anf, Riyadh, Saudi  Arabia 1, hlm, 358. 
 
 
Rasulullah mendorong para majikan untuk membayar upah para 
pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. 
لا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ِنَع ُهْنَع ُهَّللا يِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع لاإ ا يَِبن ُهَّللا َثَعَـب اَم َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّل
 َةَّكَم ِلْهَلأ َطِيرَارَـق ىَلَع اَهاَعَْرأ ُتْنُك ْمَعَـن َلاَقَـف َتَْنأَو ُُهباَحْصَأ َلاَقَـف َمَنَغْلا ىَعَر) ُهاَوَر
اَخُبْلا ِير(  
Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali 
sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. 
Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan 
upah beberapa qirath.49 (HR. Bukhari. Shahih) 
 
Hadist di atas di ketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan 
pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri sebelum bi’sah menjadi 
pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dapat di lakukan untuk 
mendapatkan rizki Allah adalah dengan menggembalakan binatang ternak. 
Penggembala mengerahkan tenaga dan waktunya untuk menjaga dan 
memenuhi kebutuhan makan dan minum binatang yang di gembalakan. 
Mengenai hadist-hadist di atas, di sebutkan di dalam shahih 
bukhari pada kitab Al-Itqu bab sabda Nabi SAW, budak adalah saudara-
saudara kamu, maka berilah makanan dari apa yang kamu makan dan 
berilah pakaian dari apa yang kamu pakai. Bukhari dan yang lainnya telah 
meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah r.a  yang di riwayatkan 
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, Allah Ta’ala 
                                                                                                                                                                       
48 Lukman Hakim, Prinsip-Prisip Ekonomi Islam , (Erlangga; 2012), hlm, 201. 
   49 Mukhtashar Shahih Al-Bukhari, Karya Imam Zainudin Bin Ahmad al-Lathif az-
Zubaidi (Dar al-Minhaj, Beirut, Lebanon, t.t.) Dengan Merujuk Pada Summarized Shahi Al-
Bukhari Arabic-English (Maktabah Dar as-Salam, Riyadh, Saudi Arabia, 1994) hlm, 391. 
 
 
berfirman: Tiga Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak 
pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, 
kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan 
budak), kemudian memakan uangnya dan seseorang yang mempekerjakan 
pekerja dan telah di selesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan 
upahnya.50 
Hadist-hadist ini menjadi dasar untuk memberikan upah kepada 
pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal yang paling baik agar tidak 
terjadi lagi hal yang merugikan salah satu pihak adalah meningkatkan 
ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Hal itulah yang dapat membentengi 
kita dari perbuatan keji dan mungkar. 
c. Dasar Hukum Ijma sebagai berikut 
Dasar hukum Ijarah atau upah dalam Al-Ijma adalah sebagai 
berikut: umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah di 
perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bn Waqash). Dan dalam bukunya 
Hendi Suhendi di ambil dari fiqh As-Sunah bahwa landasan ijma ialah 
semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun tidak ada yang 
membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara 
mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.51 
4. Rukun dan Syarat Upah 
Melaksanakan akad ijarah atau upah, haruslah di penuhi rukun-
rukunnya terlebih dahulu, apabila salah satu ruku tidak dapat di penuhi 
maka akad batal demi hukum, Adapun rukun ijarah ada 4, yaitu: 
                                                             
50 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari’cet 1 (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam, 2005), 
hlm, 245. 
51 Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hlm, 322  
 
 
a.  Dua orang yang berakad. 
b.  Shighat akad, yang menyatakan ijab dan qabu. 
c.  Upah (Ajrun). 
d.  Manfaat. 
Akad ijarah ada beberapa syarat yang harus di penuhi, secara 
umum, syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 4, yaitu (1) Syarat terjadinya 
Ijarah (2) Syarat Sah Ijarah (3) Syarat tetap hukum ijarah, dan (4) Syarat 
berlakunya ijarah, masing-masing syarat tersebut akan di jelaskan sebagai 
berikut : 
a  Syarat Terjadinya Ijarah 
Syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga akad ijarah dapat di 
laksanakan, syarat ini dalam istilah fiqh di sebut Syarat In’iqad. Syarat 
tersebut adalah akad ijarah di lakukan oleh orang berakal. Imam Syafi’i 
berpendapat bahwa orang yang melakukan akad syaratnya adalah mukallaf 
yaitu baligh dan berakal, tidak di syaratkan bagi orang yang berakad itu 
beragama Islam, sehingga di perbolehkan akad dengan non muslim atau 
sebaliknya.52 
b.  Syarat Sah Ijarah 
Syarat yang harus di penuhi sehingga akad ijarah di nyatakan sah, 
syarat-syarat tersebut adalah : 
1) Adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad,  
Akad di laksanakan berdasarkan suka sama suka, Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam  (Q.S An Nisa (4) :9): 
 َ َۡو ۡ   َ ٱ َ  ِ     ۡ َ   ْ ا  ُ ََ   ۡ  ِ  ۡ  َ ۡ  ِِ   ٗ   ِّرُذ  ٰ َ ِ  ً  ْ ا ُ   َ  ۡ َ  َ ۡ  ِ 
 ۡ َ     َ ْ ا  ُ ٱ َ     َ َۡو ْ ا ُ   ُ  ۡ َ   ٗ ا ً  ِ َ     
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwakepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.53 
 
2)     Manfaat atau jasa yang di sepakati harus di jelaskan guna 
menghindari perselisihan. 
3)      Manfaat atau jasa yang di sepakati dalam akad harus benar-
benar mungkin untuk di penuhi secara syar’i. 
4)    Manfaat atau jasa yang di sepakati dalam akad adalah mubah 
menurut syara’ dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 
5)      Pekerjaan yang di janjikan bukan merupakan suatu kewajiban 
pekerja sebelum pelaksanaan akad. 
6)      Pekerja tidak boleh mengambil manfaat (secara langsung) 
dari pekerjaan yang di laksanakan. 
 
c.   Syarat Tetap Hukum Ijarah 
Literatur fiqh sering di sebut Syarat luzum akad adalah syarat yang 
harus di penuhi sehingga kesepakatan dalam akad ijarah memiliki 
ketetapan untuk di berlakukan, syarat-syarat ini yaitu: 
1)   Akad hendaknya merupakan akad shahih. 
2)  Terhindarnya obyek akad dari kerusakan-kerusakan setelah di ambil 
manfaatnya. 
3)   Tidak terdapat cacat terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan. 
 
 
                                                             
   53 Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm, 78. 
 
 
d. Syarat Berlakunya Ijarah 
Syarat ini di sebut juga Syarat Nufudz, yang mensyaratkan dalam 
akad ijarah adanya hak milik dan kekuasaan atas manfaat atau jasa, 
sebagai contoh, barang yang di sewakan oleh orang lain tanpa seizin 
pemiliknya, maka ijarah ini tidak boleh di berlakukan. 
 
5. Prinsip-Prinsip Pengupahan 
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah 
dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan 
pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus di penuhi berkaitan 
dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. 
a.    Prinsip Keadilan 
Seorang pengusaha tidak di perkenankan bertindak kejam terhadap 
buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama 
mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja 
minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup 
lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang 
seimbang dengan jasa yang di berikan buruh.54 
Keadilan Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model 
keadilan dalam pemberian upah pada huruh, yaitu: 1) keadilan disributif 
menuntut agar para huruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan 
kemampuan kadar kerja yang berdekatan, Al-Qur`an memperoleh imbalan 
atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan 
keluarganya. 2) keadilanharga kerja, menuntut pada para buruh untuk 
memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang di berikan tanpa di 
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pengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan 
pemilik perusahaan. Adil mempunyai bermacam-macam makna, di 
antaranya sebagai berikut: 
1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan. 
dalam ayat lainpun di terangkan tentang keadilan, yang terdapat dalam 
(Q.S. Al-Maidah (95) :1); 
 
   َ  َ    َ ٱ َ  ِ     ٓ  ُ َاَء ْ ا  َۡوأ ْ ا ُ   ِ    ۡ    ِد  ُ ُ   ۡ   ُِأ   َُ   ُ  َ  َِ  ٱ َ ۡ ۡ  ٰ َ ِ     ِإ   َ 
 ۡ  ُ ٰ َ  ۡ  َ َ ۡ  ُ  َ ۡ َ  ِ ِّ ُ ٱ ۡ      ِ   ۡ  ُ َأَو  ۗ ٌم ُ ُ   ِنإ ٱ َ     ۡ َ ُ  ُ   َ  ُ  ِ ُ      
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu di halalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.55 
 
Penjelasan dari ayat Al-Qur’an di atas, dapat di ketahui bahwa 
prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan 
komitmen melakukannya.  Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang 
terjadi antara pekerja dengan pengusaha.  Artinya, sebelum pekerja di 
pekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan di terima oleh 
pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran 
upah.  Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah bersabda : 
 َأ َرْیَِجلأا اُوطَْعأ ُُھقَرَع َّفَِجی َْنأ َلَْبق ُهَرْج  
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Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah upah 
orang upahan sebelum kering keringatnya.56 (HR. Ibnu Majah dan Imam 
Thabrani). 
 
Penjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya 
Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai 
berikut : 
Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram.  Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau 
sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu 
di perhitungkan atasnya (di potong upahnya) karena setiap hak di barengi 
dengan kewajiban.57  Selama ia mendapatkan  upah  secara penuh, maka 
kewajibannya juga harus di penuhi.  Sepatutnya hal ini di jelaskan secara 
detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. 
Syeikh Qardhawi di atas, dapat di lihat bahwa upah atau gaji 
merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut bekerja dengan baik. 
Jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja (yang di contohkan oleh 
Syeikh Qardhawi dengan polos tanpa alasan yang jelas), maka gajinya 
dapat di potong atau di sesuaikan, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa 
selain hak karyawan memperoleh upah  atas apa yang di usahakannya, 
juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan 
baik. 
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Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik 
merupakan  kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, 
demikian juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak 
hasil kerja karyawan yang di perolehnya, dalam keadaan masa kini, maka 
aturan-aturan bekerja yang baik itu, di tuangkan dalam buku Pedoman 
Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan. Hadits lain yang 
menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah : 
 َرَدَغ َُّثم ِبي ىَطْعَأ ٌلُجَر ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ْمُهُمْصَخ َاَنأ ٌَةَثلاَث , ُهََنَثم َلَكَأف ا رُح َعَاب ٌلُجَرَو
 , ُهَرْجَأ ِهِطْعُـي ََْلمو ُهْنِم َفىْوَـتْسَاف ًار ْـيِجَأ َرَجْأَتْسا ٌلُجَرَو  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa 
beliau bersabda:  Allah telah berfirman:  Ada tiga jenis manusia dimana 
Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang 
yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan 
nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual 
seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, 
adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan 
penuh, tetapi tidak membayar upahnya.58 (HR. Bukhari shahih). 
 
Hadits-hadits di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, 
agar sangat di perhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, di kategorikan 
sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para 
pekerjanya termasuk orang yang di musuhi oleh Nabi saw pada hari 
kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat 
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menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).59 Yusuf al-Qardawi dalam 
kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonorrnan Islam, menjelaskan 
sebagai berikut:  
Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia 
telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. Namun, jika pekerja membolos bekerja tanpa alasan yang benar 
atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya 
hal itu di perhitungkan atasnya (di potong upahnya) karena setiap hak di 
barengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, 
maka kewajibannya juga harus di penuhi. Sepatutnya hal ini di jelaskan 
secara detail dalam "peraturan.kerja" yang rnenjelaskan masing-masing 
hak dan kewajiban kedua belah pihak 
Berdasarkan penjelasan al-Qaradawi di atas, dapat di lihat bahwa 
upah atau gaji merupakan hak pekerja, apabila bekerja dengan baik, jika 
pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja yang di contohkan oleh Syaikh 
al-Qaradawi  dengan tidak bekerja tanpa alasan yang jelas maka gajinya 
dapat di potong atau di sesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak 
pekerja, maka pekerja memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, 
juga hak perusahaan untuk memmperoleh hasil kerja dari pekerja dengan 
baik. 
Al-Qardawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik merupakan 
kewajiban pekerja/ pekerja atas hak upah yang di perolehnya. Demikian 
juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja 
pekerja pekerja yang, di perolehnya.Dalam keadaan masa kini maka 
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aturan-aturan bekerja yang baik itu di tuangkan dalam buku Pedoman 
Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.60 
 
 
2) Adil Bermakna Proporsional 
Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa 
firman Allah SWT, sebagai berikut:  
 ٖ ّ ُِ َو  ٰ ََرَد ٞ      ِ ّ  ْۖ ا ُ  ِ َ  ۡ  ُ َِ ّ َُ َِو  ۡ َأ ٰ َ ۡ  َُ   َو ۡ  ُ   َ  ۡ  ُ َن  َُ      
dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.61 (QS. Al-Ahqaf (46)  
:19): 
 
 َ   َ ۡ ۡ  َم   َ  ۡ  ُ ُ َ   ۡ  َ  ٞ  ۡ َٗ ٔ ا   ََو  ۡ ُ ۡو َ َن    ِإ   َ  ۡ  ُ  ُ  ۡ  َ َن ُ  َ     
 Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu 
tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan62. (QS. 
Yaasin (36) :54). 
 
 َنأَو  ۡ     َ  ِ ِۡ  ٰ َ  ِ     ِإ   َ  ٰ َ َ     
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya.63 (QS. An-Najm (53) :39).  
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Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan di 
balas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan 
pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional sesuai dengan 
kadar kerja atau hasil produksi dan di larang adanya eksploitasi. Bila 
tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia 
memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu 
di  kombinasikan dengan unsur yang lainnya. 
 
b. Prinsip Kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna 
sebagai berikut: 
1)  Layak Bemakna Cukup Pangan, Sandang, dan Papan. 
Dapat di ketahui bahwa kelayakan upah yang di terima oleh pekerja di 
lihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan 
papan (tempat tinggal).  Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang 
masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya 
untuk mencarikan jodohnya.  Artinya, hubungan antara majikan dengan 
pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi 
karyawan sudah di anggap merupakan keluarga majikan.  Konsep 
menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep 
Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah di cetuskan. 
Konsep ini di pakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa 
lalu, di mana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan 
kehidupan karyawannya  di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang 
sangat jarang di lakukan saat ini. Wilson menulis dalam bukunya yang 
berjudul Islamic Business Theory and Practice yang artinya kira-kira 
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walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan 
Muslimin keraapkali memperhatikan kehidupan karyawan di luar 
lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk di pahami para pengusaha Barat. 
Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah menurut barat. 
Konsep upah menurut Islam tidak dapat di pisahkan dari konsep 
moral. Mungkin sah-sah saja jika gaji seorang   pegawai di Barat  sangat 
  kecil karena pekerjaannya sangat remeh (misalnya cleaning service).  
Tetapi dalam konsep Islam, meskipun cleaning service, tetap faktor layak 
menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang akan di 
berikan.64 
 
2)  Layak Bermakna Sesuai dengan Pasaran 
Dalam Firman Allah SWT sebagai  Berikut : 
  ََو  ۡ  َ ْ ا  ُ َ ٱ َس     ۡ َأ ٓ   َ ۡ  َُء   ََو  ۡ  َ ۡ  َ ْ ا   ِ ٱ َ ۡ  ِض  ۡ  ُ َ   ِ ِ     
 
 
janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 65 
(QS. Asy-Syua’ra (26) :183). 
Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan 
orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di 
perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah 
bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah 
upah yang biasanya di berikan. 
 
                                                             
64 Rustam Efendi, Op.Cit., hlm, 41. 
65  Departermen Agama RI, Op.Cit., hlm, 347. 
 
 
c. Prinsip Kebajikan 
Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang di berikan 
mendatangkan keuntungan besar kepada.buruh supaya.bisa di berikan 
bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak di peringatkan untuk bersikap 
jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan 
aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan 
terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak di bayar secara adil dan bagian 
yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja 
buruh.Sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan terhadap 
pengusaha adalah mereka di paksa buruh untuk membayar upah buruh 
melebihi dari kemampuan mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa untuk 
mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan 
kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan 
perjanjian yang di sepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari 
penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada 
pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke 
daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.66 
Metode kedua yang di anjurkan oleh Islam dalam menentukan standar 
upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan 
dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai 
dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat 
menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih 
pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai. 
 
B.  Hak dan Kewajiban Pekerja 
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Islam dalam mengatur hak dan kewajiban terhadap pekerja tidak 
memeberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik 
dalam Al-Qur’an maupun as-Sunah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan 
secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak majikan untuk 
memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak buruh. Hak dan kewajiban 
ini harus di laksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan 
dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak 
tersebut. 
 
a. Hak Pekerja 
1)   Berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya 
2)   Berhak atas upah sesuai dengan yang di perjanjikan, bagi ajīr khas. 
Hak atas upah di tekankan pada kehadirannya menyerahkan diri 
untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan bagi ajīr musytarak hak atas 
upah di tekankan pada selesainya pekerjaan. 
 
b. Kewajiban Pekerja 
1)   Melaksanakan sendidri pekerjaan yang di perjanjikan 
2)   Melaksanakan sendiri sesuai dengan waktu yang di perjanjikan atau 
kesepakatan. 
3)   Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti. 
4)     Menjaga keselamatan barang yang di percayakan kepadanya. 
5)     Mengganti kerugian barang yang di akibatkan karena kelalaian, 
kesengajaan. 
 
C. Perjanjian Kerja dan Sistem  Pengupahan Menurut Peraturan 
Undang-Undang 
1. Perjanjian Kerja Dan Sistem  Pengupahan Menurut 
Peraturan Undang-Undang 
 
 
Pekerja itu adalah suatu perjanjian, dan syarat-syarat perjanjian 
ini baik secara tegas maupun secara diam-diam selalu menjadi dasar 
hubungan antara majikan dan pekerja sebaliknya, karena alasan-alasan 
sosial, ekonomi, dan politik pemerintah telah meningkatkan campur 
tangannya dalam menangani masalah hubungan kerja dalam waktu 150 
hahun terahir ini. Dewasa ini banyak hak dan kewajiban pihak-pihak di 
atur dengan Undang-Undang.67 
Undang-Undang perjanjian kerja (The Cantract Of Employment 
Act 1972) sebagaiman telah di amandir oleh Undang-Undang 
perlidungan  tenaga kerja (The Employment Protecton Act 1975) 
menetukan bahwa selambat-lambatnya 13 minggu setelah pekerja di 
mulai, majikan akan memberikan kepada pekerja itu suatu surat 
keterangan. Surat keterangan ini terlebih dahulu harus memuat ikhtisar 
ruang lingkup perjanjiaan itu. Surat keterangan itu harus memuat. 68 
1. Keterangan mengenai pihak-pihak. 
2. Menetapkan tanggal kapan pekerjaan itu di mulai. 
3. Menyatakan apakah masa kerja dengan majikan terdahulu 
berpengaruh terhadap jangka waktu kerja yang terus-menerut bagi 
perkerja itu, dan jika demikian kapan pekerjaan yang terus-menerus 
di mulai. 
4. Jika perjanjian itu untuk jangka waktu tertentu misalnya dua tahun, 
menetapkan tanggal kpan perjanjian itu berakhir. 
Selanjutnya, surat keterangan itu harus memberitahukan rincian 
tentang syarat-syarat yang berikut ini: 
1. Skala atau jumlah upah, atau cara perhitungannya. 
2. Interval pembayaran upah . 
3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jam kerja.  
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4. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hari libur dan 
pembayaran hari libur, ketidakmampuan kerja pembayaran sakit 
dan hak-hak pensiun. 
5. Jangka waktu pemberitahuan yang di berikan kepada pekerja, 
dan hak untuk menerimanya, mengahiri pekerjaannya. 
6. Nama pekerjaanya.  
Pekerjaan kerja yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata bab tujuh A tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan 
pekerjaan bagian kesatu ketentuan-ketentuan umum No 1601 yang 
berbunyi. 69 
Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, 
yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh  
syarat-syarat yang di perjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, 
maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengakibatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang 
lainnya dengan menerima upah perjanjian perburuhuhan dan pemborongan 
pekerja. 
Sedangkan devisi perjanjian kerja menurut undang-undang Nomor 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 14 
yang berbunyi.70 
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
atau pemberi yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 
pihak.  
Perjanjian kerja dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 51-61 yang berbunyi:71 
Pasal 51 
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   70  Abdul Khakim, Op.Cit., hlm.33. 
71   Ibid., hlm, 18-21. 
 
 
1. Perjanjian kerja secara tertulis atau lisan. 
2. Perjanjian yang di persyarahkan secara tertulis di laksakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 52 
a) Perjanjiaan kerja di buat atas dasar. 
1. Kesepakatan dua belah pihak. 
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 
3. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan dan; 
4. Perkerja yang di perjanjikan. 
b) Perjanjian kerja yang di buat yang di buat oleh para pihak yang 
bertantangan  dengan ketententuan sebagai mana yang dimaksud 
dalam ayat (1) huruf  a dan huruf b dapat di batalkan. 
c) Perjanjian kerja yang di buat oleh para pihak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dan 
huruf d batalkan demi hukum. 
Pasal 53 
Segala hal dan/atau biaya biaya yang di perlakukan bagi 
pelaksanaan perbuatan perjanjian kerja di laksanakan oleh dan menjadi 
tanggung jawab pengusaha. 
1. Perjanjian yang di buat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat dan alamat 
pekerja/buruh. 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan. 
d. Tempat pekerjaan. 
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
dan pekerja/buruh. 
g. Mulaindan jangka waktu berlakukannya perjanjian kerja. 
 
 
h. Tempat dan tinggal perjanjian kerja di buat, dan 
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian. 
2. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana di maksud dalam ayat 
(1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perusahaan, perjajian kerja bersama dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Perkerjanjian kerja sebagai mana yang di maksudkan dalam ayat (1) di 
buat sekurang-kurangnya rangkap 2, yang mempunyai ketentuan 
hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing 
1 perjanjian kerja. 
Pasal 55 
Perjanjian kerja tidak dapat di tarik kembali dan/atau di ubah kecuali 
atas persetujuan para pihak. 
Pasal 56 
1. Perjanjian kerja di buat untuk waktu tertentu atau waktu yang tidak 
tertentu. 
2. Perjanjian kerja di buat untuk waktu tertentu sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1) di dasarkan atas. 
a. Jangka waktu, atau 
b. Selesainya suatu pekerjaan tertntu. 
 
 
Pasal 57 
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu di buat secara tertulis serta 
harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin 
2. Perjanjian pekerja untuk waktu yang tertentu yang di buat tidak 
tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud 
dalam ayat (1)  di nyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu 
yang tidak tertentu. 
 
 
3. Dalam hal perjanjian kerja di buat dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing. Apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran 
antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja di buat dalam 
bahasa Indonesia. 
Pasal 58 
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan 
adanya masa percobaan kerja. 
2.  Dalam hal di syaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian 
kerja sebagiamana di maksudkan  dalam ayat (1), masa percobaan 
kerja yang di syaratkan batal demi hukum. 
 
     Pasal 59 
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat di buat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjanya akan selesai dalam waktu tertentu. 
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat di adakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap. 
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat di perpanjang dan di 
perbaharui. 
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang di sebarkan atas jangka waktu 
dapat di adakan untuk paling lama 2 tahun hanya boleh di 
perpanjang 1 kali jangka waktu paling lama 1 tahun. 
5. Pengusahan yang bermaksud memperpanjang perjanjian pekerjaan 
kerja waktu tertentu waktu tersebut, paling lama 7 hari sebelum 
perjanjian kerja  waktu berakhir telah memberitahukan maksudnya 
secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan. 
6. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat di adakan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya 
perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaharuan perjanjian 
 
 
kerja waktu tertentu ini hanya boleh di adakan 1 kali dan paling 
lama 2 tahun. 
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana di maksudkan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, 
ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 maka demikian hukum menjadi perjanjian 
kerja  waktu tidak tertentu. 
8. Hal-hal lain yang boleh di atur dalam pasal ini akan di atur dalam 
pasal ini akan di atur lebih lanjut dengan keputusan menteri. 
Pasal 60 
1. Pejanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu dapat mensyaratkan 
masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. 
2. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana di maksud dalah ayat 1 
pengusaha di larang membayar upah di bawah minimum yang 
berlaku. 
Pasal 61 
1. Perjanjian kerja berakhir apa bila; 
a. Pekerja meninggal dunia. 
b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 
c. Adanya putusan pengadilan dan/ atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang di  cantumkan 
dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan 
kerja. 
 
 
 
 
2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha 
atau beralihnya hal atas pengusaha yang di sebabkan penjualan, 
pewarisan, atau hibah. 
3. Dalam hal terjadi peralihan perusahaan maka hak-hak 
pekerjaan/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali 
ketentuan lain dalam perjanjian peralihan yang tidak mengurangi 
hak-hak pekerja/buruh. 
4. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli 
walis pengusaha dapat mengahiri perjanjian kerja setelah 
merundingkan dengan pekerja/buruh. 
5. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia ahli waris pekerja/buruh 
berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah di atur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. 
2.  Sistem Pengupahan Menurut Peraturan Perundang-Undang 
Meketahui bahwa jumlah upah boleh di tetapkan dengan 
perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektef, boleh di 
perlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau di 
tetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luas biasa 
dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar 
upah dengan jumlah yang pantas. 
Undang-Undang bayaran yang sama (the Equal Act 1970) yang 
bertujuan untuk menjadi upah yang sama bagi pria dan wanita yang 
melakukan pekerjaan yang sama akan di bicarakan kemudian, karna akan 
menjamin pembayaran untuk para pekerja apabila tidak ada pekerjaan 
yang tersedia.72 Akhirnya, pemerintah membuat ketentuan bagi keluarga 
yang hidup bersama-samanya dan orang (laki-laki jika pasangan itu hidup 
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bersama)  di perkerjakan dengan waktu penuh, tetapi dengan upah murah. 
Jika pendapatan keluarga itu jauh di bawah tingkat tertentu, orang tua itu 
akan berhak memperoleh jaminan sosial “tambahan pendapatan keluarga” 
yang biasa nya setengah dari jumlah jika pendapatan itu jatuh di bawah 
tingkat yang di tentukan.73 
Pengupahan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 88 yang berbunyi.74 
1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi pengupahan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimadsut dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
3. Kebijaksanaan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana di maksud dalam ayat (2) meliputi: 
a. Upah minimum. 
b. Upah kerja lembur. 
c. Upah tidak masuk kerja  karena berhalangan. 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar 
pekerjaannya. 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahatnya. 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah. 
g. Denda dan potongan upah. 
h. Hal-hal yang dapat di perhitungkan dengan upah. 
i. Stuktur dan skala pengupahan yang propesional. 
j. Upah untuk membayar pesangon, dan 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
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4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana di maksud 
dalam ayat (3) hurup a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
 Penetapan upah minimum menurut Undang-Undang No 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 89 yang berbunyi.75 
1. Upah minimum sebagaimana di maksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf 
a dapat terdiri atas; 
a. Upah minimum berdasarkan wilaya provisi atau kabupaten/kota. 
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilaya provinsi atau 
kabupaten. 
2. Upah minimum sebagaimana di maksud dalam ayat (4) di arahkan 
pada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
3. Upah minimum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di tetapkan 
oleh gubenur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan 
pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. 
4. Komponen serta peaksanaan tahapan pecapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana di maksud dalam ayat (2 di atur dengan keputusan 
menteri. 
Pengusaha di larang membayar upah dengan lebih rendah dari upah 
minimum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 90 yang berbunyi; 
1. Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 89. 
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu  membayar upah minimum 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 89 dapat di lakukan penagguhan. 
3. Tata cara pengupahan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur 
dalam keputusan menteri. 
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 Pengaturan pengupahan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 
TentangKetenagakerjaan tercantum pada Pasal 91 yang berbunyi; 
1. Peraturan pengupahan yang di tetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih 
rendah dari ketentuan pengupahan yang di tetapkan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 
2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) lebih 
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar 
upah pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Komponen upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 94 yang berbunyi.76 dalam 
hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 
besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan pembayaran upah 
pekerja menurut Undang-Umdang No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 96 yang berbunyi;  tuntunan 
pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari 
hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 2 tahun 
sejak timbulnya hak.77 
D. Tingkatan dalam Pemberian Upah 
Beberapahal tingkatan dalam pemberian upah, ada beberapa faktor 
yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, di antaranya 
mengacu pada bakat dan keterampilan seorang pekerja. Adanya pekerja 
intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja 
yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu 
perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak 
                                                             
76  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm, 32. 
77  Ibid., hlm, 34. 
 
 
berupa uang karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja dan 
masih banyak lagi faktor-laktor lainnya.78 
 
Mengenai perbedaan upah, Islam mengakui adanya berbagai 
tingkatan pekerja. Hal tersebut di karenakan adanya perbedaan 
kemampuan dan bakat yang di miliki masing-masing pekerja. Adapun dalil 
yang di pergunakan sebagai landasannya adalah firman Allah SWT dalam 
Surat An Nisa ayat  32; 
  ََو  ۡ    َ َ َ ْ ا   َ   َ   َ  ٱ ُ     ِ ِ ۦ  ۡ  َ ۡ  ُ َ  ٰ َ َ  ۡ  َ   ٖ  ِل  َِّ  ِّ    ٞ  َِ      ِ ّ 
ٱ ۡ  ْۖ ا  ُ ََ   ٓ   َِ ّ ِ َو ِء   ٞ  َِ      ِ ّ ٱ ۡ  ۚ َ ۡ ََ   ۡسَوَ ٔ  ْ ا ُ  ٱ َ      ِ   َۡ  ِ ِ  ۚٓۦ   ِنإ 
ٱ َ     َن َ  ِ ّ ُِ   ۡ َ ٍء  ٗ  ِ  َ      
 
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.79 (Q.S An 
Nisa (4) :32) 
 
Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam di tetapkan 
kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan 
keduanya, Mengingat posisi pekerja atau buruh yang lemah, maka Islam 
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memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi 
pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Upah itu menjadi 
tanggunggung jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar 
tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun 
juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama 
itu. 
Tingkat upah minum di tentukan dengan memperhatikan 
perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam 
kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh.80 Perkiraaan besarnya 
upah di ukur besarnya berdasarkan kadar jasa yang di berikan tenaga kerja, 
berdasrkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya di 
tentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat di 
mana pekerjaan itu di lakukan. sehingga pada suatu saat akan mengalami 
revisi sesuai dengan tuntutan jaman. 
 
1.  Tingkat upah minimum 
      Pekerja dalam hubungannya dengan Perusahaan berada dalam 
posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para 
pekerja tidak di lindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah 
itu, Dewan pengupan kabupaten Way Kanan menyetujui Upah Minimum 
Regeonal 2018 sebesar Rp. 2.160.000 dan meningkat di banding 2017 
yang sebesar Rp. 1.950.000 perbulan. Ketetapan UMR Way Kanan mulai 
berlaku pada tanggal 01 januari 2018 yang berlaku selama satu tahun. 
Besaran upah UMR daerah Way Kanan pereode 2018 tercantum dalam 
keputusan Gubenur Lampung Nomor: G/632V.07/2017 tentang Upah 
Minimum Kabupaten Way Kanan 2018. Perusahaan yang menerima 
karyawan baru, atau memiliki pegawai yang belum memiliki masa kerja 
                                                             
80  Rustam Efendi, Op.Cit, hlm, 42. 
 
 
masa kerja satu tahun, maka ketetapan besaran gaji di dasarkan pada 
besaran UMR Way Kanan tahun 2018.  
 Sehingga apabila upah di kaitkan dengan apa yang telah 
difasilitaskan atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat 
karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kebidupan yang layak 
menurut ukuran masyarakat. Negara mempunyai peranan yang sangat 
penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang 
cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta 
tidak memperbolehkan upah di bawah tingkat minimum. Tingkat upah 
minimum ini harus selalu dipantau dan sewaktu-waktu di revisi kembali 
untuk melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup dalam 
masyarakat. 
  
 
 
 
2.  Tingkat upah tertinggi 
Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu 
faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja 
kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, 
mengakibatkan upah berbeda tingkatanya.Selain itu perbedaan upah 
timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena 
ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi 
faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan 
upah berada di bawah upah minimum yang telah di tetapkan, demikian 
halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat 
tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak 
perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam 
penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak-tidaknya upah dapat 
memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan 
dan pemerataan kesejahteraan. 
Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas 
kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua 
barang konsumsi. Gambaran tentang batas upah tertinggi dapat di lihat 
pada ayat al-Qur'an berikut ini dalam ayat lainnya juga di sebutkan: 
 
  َ  ۡ  ُ َ  ِ  ُ  َ َ    ََو  َ   ِ ٱ ِ      ٖق َ   ۡ َ ََو    َِ  ٱ َ  ِ     ٓو ُ َ َ ْ ا  ۡ َأ  ُ َ 
 ۡ َ ِ  ِ  َ   َ  ْ ا ُ  َ  ۡ  َ َن ُ  َ    
Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada orang-
 
 
orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.81 (QS An Nahl (16) :96) 
 
Ayat di atas, menjelaskan bahwa upah yang di tuntut oleh para 
pekerja dari majikan harus sesuai dengan apa yang telah usahakannya, 
bersama kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk 
memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka 
dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. 
Berdasarkan uraian di atas dapatlah di simpulkan hahwa batasan 
mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah di kerjakan. 
Adapun besarya tingkat upah maksimum pekerja akan bervariasi 
berdasarkan jasa yang di sumbangkan dalam produksi.82 
3.  Tingkat upah sebenarnya 
Islam telah menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak 
majikan dan pekerja.Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau 
naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. 
Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan 
hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu di 
pengaruhi oleh standar hidup pekerja, kekuatan efektif dari organisasi  
pekerja, serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka 
terhadap balasan Allah SWT. 
Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan 
buruh, maka upah akan berada di antara upah minimum dan maksimum 
yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah di 
berikan para pekerja. Jika pada suatu waktu upah minimum jatuh di bawah 
                                                             
81  Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm, 278. 
82 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: 
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tingkat minimum ataupun sebaliknya, maka negara berhak melakukan 
campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu.83 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat upah sebenarnya akan 
berkisar antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediaan dan 
penawaran tenaga kerja dan di pengaruhi oleh standar hidup sehari-hari 
kelompok kerja, sebagai hasilnya tingkat upah minimum dan maksimum 
akan di tetapkan berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dan tetap 
merangkak naik sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut. 
 
E.  Berakhirnya Akad Ijarah 
1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih 
dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan 
beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika 
menyewakan lahan untuk pertanian, maka di mungkinkan berakhirnya 
akad setelah panen selesai. 
2. periode akad belum selesai tetapi pemberian sewa dan penyewa 
sepakat menghentikan akad ijarah. 
3. terjadi kerusakan aset. 
4. penyewa tidak dapat membayar sewa. 
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk 
meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa 
tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah 
upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal 
maka akadnya menjadi batal.84 
 
 
 
                                                             
83  Abdul Khakim. Op.Cit., hlm, 56. 
84 Ahmad Muslich Hadi, Fiqih Muamalah, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 
330 
 
 
F. Hikmah Ijarah 
Hikmah di syaria’atkannya ijarah adalam bentuk pekerjaan atau 
upah mengupah adalah karena di butuhkan dalam kehidupan manusia.85 
Tujuan di bolehkannya ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang 
di lakukan atau upah yang di terima merupakan sarana untuk mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain: 
 
 
1. Memberikan Ketentramandan Kebahagiaan 
Dengan adanya Ijarah akan mampu membina kerja sama antara 
mua’jir  dan musta’jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian di hati 
mereka. Dengan di terimanya upah dari orang yang memakai jasa, 
maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta’jir tidak lagi resah 
ketika hendak beribadah kepada Allah. Dengan transaksi upah 
mengupah dapat berdampak posif terhadap masyarakat terutama di 
bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan 
yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu 
masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat 
itu akan tentram dan aman.86 
2. Memenuhi Nafkah Keluarga 
Kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga, 
yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan 
adanya upah yang di terima musta’jir  maka di sebut dapat di penuhi.  
3. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat 
                                                             
   85 Hamzah Ya’kup. Op.Cit., hlm, 319. 
   86 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), hlm, 76. 
 
 
Adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan 
mampu memenuhi hajar hidup masyarakat baik yang ikut bekerja 
maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah 
merupakan akad yang mempunyai unsur tolong-menolong antar 
sesama. 
4. Menolak Kemungkaran 
Tujuan ideal beruhasa adalah dapat menolak kemungkaran yang 
kemungkinan besar akan di lakukanoleh yang menganggur.87 Pada 
intinya hikma ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
  
                                                             
87 Hamza Ya’qub. Op.Cit., hml, 47. 
 
 
BAB III 
SEJARAH PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA DAN CARA 
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) 
 
A. Gambaran Umum Tentang PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hariakau Kec. Pakuan Ratu 
 
a. Sejarah PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec 
Pakuan Ratu 
PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec Pakuan 
Ratu merupakan salah satu perusahaan yang mengolah karet mantah 
manjadi barang setangah jadi. PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu adalah anak perusahaan keluarga yang 
bergerak di bidang industry hilir yang merupakan industri lanjutan dari 
alam sehingga manghasilkan barang setangah jadi. 
Getah karet berbentuk seperti getah yang sifatnya lantur  cair. 
Getah karet juga dapat di olah kembali manjadi barang lain sesuai dengan 
kebutuhari masyarakat. Lateks pekat dari kebun karet di olah manjadi 
melalui proses pangolahari karet fase cair. Lateks merupakan bahari baku 
utama yang di gunakan dalam  proses produksi getah karet. Pada 
umumnya konsuman getah karet berasal dari perusahaan yang bergerak di 
bidang tekstil seperti panghasil pakaian olahraga, dan pakaian lainnya yang 
mangandung bahan benang karet. Setiap unit memegang peranannya 
masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain agar dapat 
manghasilkan produk karet yang bermutu. 
 
 
 
b. Keadaan Geografis PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
Keputusan Manteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor  
256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Panunjukan Kawasan 
Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung. Menyatakan bahwa 
kawasan Hutan Produksi Register No. 46 Way Hanakau dengan luas total 
20.195 Ha (dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima hektar) terbagi 
dalam 2 (dua) wilayah kabupatan, yaitu seluas 10.055 Ha (sepuluh ribu 
lima puluh lima hektar) adalah masuk dalam wilayah administrasi 
Kabupatan Lampung Utara, sedangkan seluas 10.140  (sepuluh ribu 
seratus empat puluh hektar) masuk dalam wilayah administrasi Kabupatan 
Way Kanan. Yakni dengan Batas Way Hanakau (BLS ).  
c. Keadaan Demografis PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
           Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec 
Pakuan Ratu sebagian besar adalah penduduk pendatang, yang terdapat 
beberapa macam suku, agama dan beragam adat istiadat selain itu pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu 
memiliki sikap yang ramah tamah. Keadaan pegawai PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu yang pendapatan 
ekonominya banyak mengandalkan gaji dari pekerjaan itu sendiri yang di 
lakukan dua kali dalam sebulan.88 
1. Visi dan Misi Perusahaan 
a) Menjadikan Perusahaan dengan kinerja yang sangat baik dan 
menerapkan praktik bisnis terbaik. 
b) Mengembangkan industri hilir berbasis agrolestari. 
c) Menghasilkan produk berkualitas bagi pelanggan. 
                                                             
88 Seden , pegawai penyadap karet, Wawancara, Tanggal 24 Desember 2017 
 
 
d) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis. 
e) Menjadikan perusahaan yang memberikan keuntungan terbaik. 
f) Menjadikan mitra yang paling di sukai untuk melakukan bisnis. 
g) Memotivasi karyawan untuk secara aktif mengambil bagian dalam 
pembangunan masyarakat. 
h) Melaksanakan kegiatan lingkungan bisnis yang ramah. 
 
2. Struktur Orgarisasi 
 
3.  Uraian Tugas  
1.   RUPS 
a)   Mengangkat dewan komisaris. 
b) Menyetujui/mengesahkan rancangan, anggaran pendapatan 
belanja dan laporan tahunan yang di buat oleh dewan direksi. 
c) Memutuskan besarnya di yang akan di bayarkan kepada para 
pemegang saham. 
d) Mengangkat dewan direksi. 
RUPS 
DEWAN KOMISARIS 
DIREKSI 
SPI 
Kabag. Pembiayaan / Umum 
Pemasaran / Pengadaan 
Manager 
PRIPNE 
Manager 
PRTRA 
Staf 
Tehnik 
Staf 
Pengelolaan 
Staf 
Staf Keuangan 
Staf 
Pemasaran 
 
 
2.   Dewan Komisaris 
a. Melakukan pengawasan serta memberi nasehat kapada direksi atas 
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 
menganai perseroan maupun usaha perseroan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. 
3.   Direksi 
a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan tentang segala semua segala kejadian dengan batasan-
batasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan 
dengan, anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang 
saham. 
4.   Kabag Pembiayaan Umum/Pemasaran/Penggandaan 
a. Bertanggung jawab tentang kesejahteraan karyawan, Pendidikan, 
latihan, hukum, dan keadaan perusahaan. 
5.   Manager PRPNE dan Manager PRTRA 
a. Mengevaluasi rancana pemakaian Tenaga kerja, peralatan dan 
bahan-bahan baku serta bahan pendukung yang di gunakan di 
pabrik dengan RKAP dan penjabarannya ke RKO. 
6.   SPI 
a. Membantu direktur utama untuk melakukan pengawasan dengan 
menjabarkan secara oprasional baik perecanaan, pelaksanaan 
maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit. 
b. Memberikan masukan untuk penyusunan, penyempurnaan, 
ketentuan, sistem, prosedur, administarsi yang ada pada 
 
 
umumnya. 
7.   Staf Keuangan Akuntansi 
a. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan transaksi dan 
administrasi yang menyangkut penjualan, persediaan, bahan 
baku dan perlengkapan. 
8.   Staf Pemasaran 
a)    Melaksanakan cek harga pasar dan mancari informasi dari pihak 
ke tiga sebagai acuan untuk perkiraan harga pengadaan barang 
berati penjualan dan harga komoditi atau produk. 
9.   Staf Teknik 
a.  Menjamin dan pemeliharaan peralatan, mesin dan lainnya 
secara rutin baik prevantif  maupun overhaul. 
10. Stan Raboraturium/Pengolahan 
a. Menjamin kualitas dan kuantitas bahan baku pada saat 
penerimaan dan hasil pengolahan agar sesuai dengan kriteria 
yang di tetapkan. 
4. Rancana Kinerja Terkini 
         Perwujudan visi misi PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu menghasilkan kinerja yang di nilai dari 
pencapaian apa saja yang telah di hasilkan. Pencapaian- pencapaian dari 
visi misi tersebut ialah meningkatkan produk berkualitas dan menjadi 
perusahaan yang dapat memberikan keuntungan terbaik bagi pihak 
investor, serta manjadi perusahaankan bisnis kelas dunia dengan kinerja 
yang sangat baik dan menerapkan praktik bisnis terbaik. 
 
 
 
 
 
B. Pelaksanaan Pengupahan Pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera 
(BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
Pelaksanaan pengupahan pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera 
(BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu yang juga merupakan pelaksaan 
Upah Minimum Regeonal (UMR) dapat di jelaskan sebagai berikut: 
Karyawan Jumlah gaji 
Penyadap 75.000/hari 
Tetap  1000/KG 
 
1. Gaji pokok. 
            Pemberian gaji pada Pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera (BLS) 
Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu ini di bedakan manjadi dua macam yaitu 
gaji pokok karyawan penyadap dan karyawan tetap: 
a. untuk karyawan panyadap sebesar Rp 1000/ KG getah karet, 
b. untuk karyawan tetap sebesar Rp 75.000/ hari. 
jadi untuk karyawan panyadap itu di hitung dari pandapatnya itu 
sandiri 100 KG x Rp 1000 = Rp 100.000/ hari x 30 minggu manjadi Rp 2. 
800.000. sedang kan bagi karyawan tetap Rp 75.000/ hari x 30 minggu 
manjadi Rp 2.100.000. pembayaran di lakukan manjadi dua tahap yaitu 
untuk karyawan panyadap dan karyawan tetap. Untuk pembayaran itu di 
lakukan 2x dalam 1 bulan.89 
2. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 
Tunjangan di berikan kapada seluruh Pegawai PT Budi Lampung  
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu yang masih aktif 
sebesar pokok sebulan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan 
penyadap. 
                                                             
89  Dokumentasi PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) tahun 2000. 
 
 
3. Uang Makan 
Uang makan bagi Pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera (BLS) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu pada tahun 2017 itu tidak di berikan lagi 
oleh perusahaan kapada Pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera (BLS) 
Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
4. Tunjangan Kehamilan  
Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu yang sedang hamil pihak perusahaan memberikan cuti 
satu bulan setangah sebelum melahirkan dan satu bulan sesudah 
melahirkan serta di berikan tunjangan oleh perusahaan sebesar Rp 
50.000.90 
5. Jaminan Kesehatan 
Jaminan kesehatan bagi Pegawai PT Budi Lampung  Sejahtera (BLS) 
Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu tidak di berikan dalam bentuk uang 
melainkan perusahaan tetah menyediakan klinik dan memberikan 
pelayanan-perawatan kesehatan. 
6. BPJS Ketenaga Kerjaan 
BPJS Ketenaga Kerjaan merupakan pemberian sosial kapada Tenaga 
kerja apabila terjadi kecelakaan atau kematian. BPJS Ketenaga 
Kerjaan di berikan oleh pihak perusahaan di mana uang BPJS 
Ketenaga Kerjaan ini di ambil dari gaji Pegawai PT Budi Lampung  
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu yang mangikuti 
BPJS Ketenaga Kerjaan sebesar Rp 6000/bulan. 
Pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah menetapkan 
Upah Minimum Regional Lampung di tahun 2017 sebesar 
Rp2.160.000,  dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung 
No:G/668/III.05/HK/2017, tentang Penetapan Upah Minimum 
Kabupaten Way Kanan tahun 2018. Menjadi Rp 2.160.000. Kenaikan 
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ini hasil revisi atas kenaikan Upah Minimum Provinsi sebelumnya 
yang di tetapkan sebesar Rp 1.950.000. Kenaikan Upah Minimum 
Regional tersebut wajib di laksanakan oleh pimpinan perusahaan, 
sebagaimana di atur pada pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2013 
Pengaturan upah minimum regional Lampung telah di 
putuskan dalam SK Gubernur No:G/668/III.05/HK/2018 yaitu 
terdapat dalam pertimbangan point b, yaitu: Bahwa  dalam  rangka  
meningkatkan  pendapatan  pekerja, kesejahteraan masyarakat dan 
untuk mendorong peningkatan kerja/peran serta pekerja, telah di 
lakukan perhitungan kembali mengenai Upah Minimum Regional 
dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak terendah di Provinsi 
Lampung. dengan di berlakukannya SK Gubernur 
No:G/668/III.05/HK/2018. Sudah jelas pengaturan Upah Provinsi 
Lampung Tahun 2018 sebesar Rp 2.160.000, dalam rangka 
meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masayarakat dan 
untuk mendorong peningkatan kinerja atau peran serta pekerja. Maka 
wajib di laksanakan oleh pimpinan perusahaan, sebgaimana di atur 
pada pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.91 
 
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Pada Pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Ratu 
Besar upah yang harus di terima oleh pegawai dalam Islam, 
besaran upah di tetapkan oleh kesepakatan antara perusahaan dan pegawai. 
Kedua belah pihak memeliki kebebasan menetapkan jumlah upah, serta 
bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan 
saling rela dan tidak merugikan satu sama lain. Tingkat Upah Minimum 
                                                             
91 Titik, pekerja harian Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BSL) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu, Wawancara, tanggal 24 desember 2017. 
 
 
dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu 
pangan, sandang, dan papan.  Ada dua faktor yang harus di perhatikan 
dalam menentukan upah, yaitu faktor frimer dan faktor skunder. Faktor 
primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan.  
Skunder adalah memperlakukan pekerja seperti saudara. Inti ajaran Islam 
di bidang ekonomi adalah maslahah dan adl, maslahah terkait dengan 
dengan nilai absolute keberadaan barang, jasa atau action (termasuk 
kebijakan ekonomi) di mana semuanya harus memenuhi kreteria-kreteria 
yang mengarah pada perujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu 
perlindungan agama, jiwa akal, harta dan keturun.92 
Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang 
memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang telah di 
sepakati oleh kedua belah pihak dengat syarat dan rukun yang telah di 
penuhi sehingga timbul hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Bagi 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BSL) Way Hanakau Kec. Pakuan 
Ratu sewa-menyewa dan upah mengupah sudah tidak asing lagi, karena 
penduduk setempat mayoritas sebagai penyadap dan buruh.93 
Sistem upah kerja yang di lakukan oleh Pegawai PT Budi 
Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu adalah 
kesepakatan kerja antara perusahaan dan Pegawai PT Budi Lampung 
Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu (mu’ajir dan musta’jir). 
Dengan gaji yang telah di tentukan. Ketetapan peruhaan penyadap di gaji 
sesuai dengan pendapatan pegawai dalam menyadap karet di setiap hari 
nya dan di hitung Rp. 1000/KG untuk pegawai tetap itu Rp.75.000 perhari. 
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Keduanya mengadakan akad, di mana proses akadnya tidak menyebut 
berapa pendapatan yang harus penyadap dapat kan.94 
Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan Pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
Dengan mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu tanpa menyebut 
kan beberapa pendapatan yang harus di dapatkan di setiap harinya, mereka 
menyebutkan “ sudah menjadi kebiasaan Pegawai PT Budi Lampung 
Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu ini melakukan akad 
upah-mengupah tanpa di tentukan pendapatan setiap hari nya” di karnakan 
tidak bisa di tentukan nya cuaca di setiap hari nya.Ketika musim hujan 
peruhasaan memberikan warung yang bisa mencukupi keperluan dapur 
dan sistem pembayarannya itu di lakukannya pada saat gajian.95  Pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu 
ketika sudah gajian mereka akan membayar utang yang ada di warung 
tersebut. 
Pelaksaan perjanjian kerja yang di lakukan oleh perusahaan 
dengan Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu pun tidak terdapat saksi. Artinya pekerja tidak mempunyai 
dasar yang yang kuat untuk meminta upah kepada peruhaan karena upah 
yang di berikan sesuai penjualan getah karet yang di dapat oleh Pegawai 
PT Budi Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu. 
        Praktik pemberian upah yang di lakukan oleh Pegawai PT Budi 
Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu tidak 
menggunakan hitungan, seberapa luas kebun yang telah di sadap. Biasanya 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan 
Ratu menghiting berapa KG yang di dapat kan di setiap hari nya. Berbeda 
                                                             
94  Supri, Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BSL) Way Hanakau Kec. Pakuan 
Ratu, Wawancara, Tanggal 23 Maret 2017. 
95 Sriwahyuni pekerja harian Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BSL) Way 
Hanakau Kec. Pakuan Ratu, Wawancara, tanggal 24 desember 2017. 
 
 
dengan Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu yang tidak tetap, artinya pegawai itu mempunyai tempat 
tinggal sendri upah yang berikan juga berbeda lebih banyak di banding 
dengan Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. 
Pakuan Ratu yang bertempat tinggal di kediaman di PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu yang telah di sediakan.96 
        Pelaksaan kesepakatan kerja yang terjadi di  PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hokum, karena tidak ada peraturan yang baku ataupun 
Undang-Undang yang di jadikan dasar dari bentuk perjanjian mereka. 
Sering terjadi ada masalah di antara perusaan dan pegawai karena masalah 
upah.Tetapi tidak bisa menuntut haknya karena tidak adanya keterangan 
yang jelas, seperti yang telah di sebutkan pada saat pelaksanaan akad tidak 
ada saksi ataupun perjanjian tetulis antara perusahaan dan pegawai. Dalam 
pengamatan sistem upah kerja yang di lakukan oleh PT Budi Lampung 
Sejahtera  (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu tersebut masih perlu di 
luluskan atau di cari kejelasan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak 
ada yang di rugikan antara dua belah pihak. Dan ketika melakukan akad 
kesepakatan kerja kedua belah pihak dalam keadaan suka sama suka dan 
tidak ada unsur paksaan serta tidak ada yang di rugikan.  
 
 
  
                                                             
96  Suparmo, pekerja harian Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera  (BSL) Way Hanakau 
Kec. Pakuan Ratu, Wawancara, tanggal 25 desember 2017. 
 
 
BAB IV  
ANALISA DATA 
A. Analisis Sistem Pembayaran Upah pada Pegawai PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu 
Pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah menetapkan Upah 
Minimum Regional Lampung di tahun 2017 sebesar Rp 1.950.000, dengan 
Surat keputusan Gubernur Lampung No:G/668/III.05/HK/2017, tentang 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan tahun 2018. Kenaikan 
ini hasil revisi atas kenaikan Upah Minimum Provinsi sebelumnya yang di 
tetapkan sebesar Rp 2.160.000. Kenaikan Upah Minimum Regional tersebut 
wajib di laksanakan oleh pimpinan perusahaan, sebagaimana di atur pada 
pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013. 
Pengaturan Upah Minimum Regional Lampung telah di putuskan 
dalam SK Gubernur No:G/668/III.05/HK/2018 yaitu terdapat dalam 
pertimbangan point b yaitu: Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  
pendapatan  pekerja, kesejahteraan masyarakat dan untuk mendorong 
peningkatan kerja/peran serta pekerja, telah di lakukan perhitungan kembali 
mengenai upah Minimum Regional dengan memperhatikan kebutuhan 
hidup layak terendah di Provinsi  Lampung. Dengan di berlakukannya SK 
Gubernur No:G/668/III.05/HK/2018 Sudah jelas pengaturan upah Provinsi 
Lampung Tahun 2018 sebesar Rp 2.160.000, dalam rangka meningkatkan 
pendapatan pekerja, kesejahteraan masayarakat dan untuk mendorong 
peningkatan kinerja atau peran serta pekerja. Maka wajib di laksanakan oleh 
pimpinan perusahaan, sebgaimana di atur pada pasal 89, 90, dan 91 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 
a. Prinsip Dasar Pengupahan 
Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar 
kegiatan ekonomi (Mu’amalah) secara umum, terutama dalam hal ini adalah 
 
 
prinsip keadilan (al-‘adl) dan prinsip moralitas (akhlak). Dalam konteks 
hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi 
semata, tetapi juga berdimensi telogis, karena itu keadilan dalam khazanah 
Islam adalah “keadilan Ilahi”, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari 
moralitas, di dasarkan pada nilai-nilai absolute yang di wahyukan Tuhan 
dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu 
kewajiban. 
Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah: Jasa yang di 
transaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. Dengan 
demikian, di bolehkan melakukan hukum Ijarah untuk keahlian 
memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk 
memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-
lain.Namum, tidak di bolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian 
membuat minuman keras (khamar). 
b. Cara Pembayaran Upah 
Proses penentuan upah yang Islam berasal dari dua faktor objektif 
dan subjektif. Objektif adalah upah di tentukan melalui pertimbangan 
tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah di tentukan 
melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan- 
pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusian tenaga kerja. Selama ini 
ekonomi konvesional berpendapat, upah di tentukan melalui pertimbangan 
tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus 
di perhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah berdasarkan Hadist “ 
Bayarlah upah sebelum kering keringat” Mengenai pembayaran upah, di 
tetapkan dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata bahwa majikan wajib 
membayar upah pada waktu-waktu yang telah di tentukan (Pasal 1602), 
dalam peraturan tentang memperkerjakan buruh, dalam peraturan 
 
 
perburuhan di perusahaan perindustrian secara teratur dan sedikit-dikitnya 
sebulan sekali. 
 Upah harus di terima oleh buruh, jadi majikan harus membayar 
kepada buruh (KUHPa Pasal 1602 peraturan tentang memperkerjakan buruh 
Pasal 2 perindustrian  Pasal 5 ayat 1). Pasal 1602 KUHPa itu merupakan 
penegasan dari asas hukum yang di muat pada Pasal 1385 KUHPa yang 
mengtakan bahwa pembayaran harus di lakukan kepada si berpiutang (si 
penangih) atau kepada seorang yang di beri kuasa olehnya. 
Pasal 16 yaitu: Bila tempat pembayaran upah tidak di tentukan 
dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah di 
lakukan di tempat buruh biasa bekerja, atau di kantor perusahaan. Pasal 17 
yaitu: Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat di lakukan 
seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila 
perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Pasal 18 yaitu: 
Bilamana upah tidak di tetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka 
pembayaran upah di sesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian 
bahwa upah harus di bayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai 
dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja. Pasal 19 yaitu:  
(1). Apabila upah terlambat di bayar, maka mulai dari hari keempat 
sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, 
upah tersebut di tambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari 
keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu 
persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan 
itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari 
upah yang seharusnya di bayarkan. 
(2). Apabila sesudah sebulan upah masih belum di bayar, maka di 
samping berkewajiban untuk membayar sebaimana di maksud dalam ayat 
 
 
(1), pengusaha di wajibkan pula membayar bunga yang di tetapkan oleh 
bank kredit perusahaan yang bersangkutan.  
(3). Peyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah 
batal menurut hukum, Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja 
perlu keseimbangan antara pengusaha dan pekerja dengan saling 
menguntungkan begitu juga dengan keadilan. Kesepakatan bersama, 
walaupun Upah Minimum Regional Lampung sebesar Rp 2. 160.000 belum 
memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja akan tetapi sudah mendekati 
kebutuhan hidup layak. Jadi kesimpulannya hunbungan antara pihak yang 
dipekerjakan dengan pihak yang dipekerjakan dibangun atas asas 
kemanusian, rasa kasih saying, kemitraan dan keadilan, atau kesepadanan 
kerelaan dan ‘Urf (Kebiasaan). 
c. Asas-asas Pengupahan 
Ada beberapa asas pengupahan yang telah di atur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan terperinci sebagai berikut: 
a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan 
berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 
b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/ 
buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama (Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan 
Upah) 
c. Upah tidak di bayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan 
pekerjaan no work no pay (Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003).  
 
 
d. Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari ketentuan 
upah minimum (Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003). 
e. Komponen upah terdiri dari upah poko dan upah tunjangan tetap, 
dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok 
dan tunjangan tetap (Pasal 94 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003). 
f. Pelanggaran yang di lakukan oleh pekerja/ buruh karena kesengajaan 
atau kelalaian dapat di kenakan denda (Pasal 95 ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003). 
g. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan 
keterlambatan pembayaran upah, di kenakan denda sesuai dengan 
persentasi tertentu dari upah pekerja/ buruh (Pasal 95 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). 
Demikian mengenai asas-asas pengupahan yang di atur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maupun 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Pegawai PT Budi 
Lampung  Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu  
             Besar upah yang harus di terima oleh pekerja dalam Islam, besaran 
upah di tetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua 
belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta 
bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan 
saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Tingkat upah minimum 
dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu 
pangan, sandang, dan papan. Sadeq menjelaskan bahwa ada dua faktor 
yang harus di perhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan 
 
 
faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan 
kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai 
saudara. Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah “Maslahah dan adl”, 
maslahah terkait dengan nilai absolute keberadaan barang, jasa atau action 
(termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi 
kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (maqashid al-
syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa akal, harta dan keturunan. 
Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak di berikan Tuhan 
kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu 
jangan menggangu apa yang di miliki orang lain. Sementara adl terkait 
dengan interaksi relative antara satu hal dengan hal lain, individu yang 
satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan 
masyarakat yang lain. Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu 
saja harus terus di upayakan dan di harapkan mampu membagun kondisi 
seideal mungkin, untuk tujuan itu setidaknya ada dua kondisi mendesak 
yang harus di wujudkan, yaitu: 
1) Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan 
posisi buruh, pengusaha sehingga penentuan besarnya upah di 
sepakati oleh kedua pihak yang besarnya di tentukan oleh besaran 
peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan 
yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas 
SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan dan besarnya pasar 
tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan 
“akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam 
yang di definisikan secara ringkas sebagai “Aqdun ‘ala al manfa’ati bi 
‘iwadhin” (aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/upah). 
2) Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum 
buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar 
 
 
minimal (hajat asasiyah) bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini, 
dalam pandangan syariat Islam menjadi tanggung jawab utama 
Negara. Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah betanggung jawab 
untuk  memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan 
mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder 
ataupun tersier).  
Transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang 
memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan, yang 
disebut dengan pekerja (ajir), serta pihak penerima jasa atau pemberi 
pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang di sebut dengan 
pengusaha/majikan (Musta’jir). Menurut Islam, suatu transaksi ijarah 
yang akan di lakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi 
Ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah: Jasa yang di 
transaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram.  
Islam merbolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian 
memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti 
untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-
lain. Namun, tidak di bolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian 
membuat minuman keras (khamar), membuat narkotika dan obat-obat 
terlarang, atau segala aktivitas yang terkait dengan riba. Seperti 
dikemukakan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum 
syara’ yang mengatur hubungan mausia dengan manusia lain yang 
sasarannya harta benda atau mal. 
Hubungan tersebut sangat luas karena mencangkup hubungan 
antara sesama manusia. Baik muslim maupun non muslim. Namun ada 
beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan 
muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus di dasarkan kepada 
persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak 
 
 
boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan 
kedua belah pihak yang melakukan  transaksi merupakan asas yang sangat 
penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukan adanya kerelaan 
dalam setiap akad atau transaksi di lakukanlah ijab dan qabul atau serah 
terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Setiap 
transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam islam juga tidak boleh 
menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. 
Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara 
manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. 
Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan 
kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Allah 
SWT menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan 
manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum 
Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan 
manusia, sekalipun disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya 
perbuatan itu di lakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain. 
Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena 
upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak factor, di 
antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang 
yang di produksi dan taraf hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan 
faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang  dapat di terima 
sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai 
dengan asas dalam Islam. 
Tujuan di syariatkannya Al-Ijarah itu adalah untuk memberikan 
keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai 
uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan 
membutuhkan uang. Dengan adanya keduanya saling mendapatkan 
keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya. Di 
 
 
pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan 
transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.Upah dan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam. Pangan dan sandang adalah 
kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang 
dapat melepaskan diri dari kedua kebutuhan itu. Oleh karena itu Islam 
menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus di berikan kepada 
orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, terdapat 6 faktor yang 
menjadi penentu tingkat upah minimum. 
1. Kebutuhan hidup minimum pekerja. 
2. Indeks harga konsumen. 
3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan. 
4. Tingkat upah yang berlaku di masyarakat. 
5. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita,  
6. Tingkat/kondisi pasar kerja. 
Informasi terhadap standar kebutuhan hidup di peroleh melalui 
survey yang di laksanakan setiap bulan oleh dewan pengupahan.Upah 
Minimum Provinsi seringkali menjadi ajang keributan antar pengusaha dan 
pekerja, upah minimum regional seringkali lebih kepada sberapa saya 
berhak hidup layak. Lalu mereka menghitung berapa biaya transport, 
berapa uang makan, pakaian, sekolah dan lain-lain. Seluruh tindakan ini 
tidak sepenuhnya salah, tetapi ini akan lebih baik bagaimana menciptakan 
keseimbangan di dalam dunia kerja. Dalam suatu pekerjaan atau jasa yang 
telah dan akan di lakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 
kehidupan yang layak bagi kemanusian dan produksi yang di nyatakan 
atau di nilai dalam uang yang di tetapkan menurut suatu persetujuan 
undang-undang dan peraturan dan di bayarkan atas dasar suatu perjanjian 
kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Perusahaan perlu 
 
 
memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan karyawan agar 
loyalitas karyawan terhadap penetapan juga tinggi. 
Perusahaan atau instansi pemerintah harus memperhatikan prinsip 
keadilan dan kelayakan sesuai syariah Islam.Dalam pemebrian gaji/upah 
perlu di perhatikan apakah gaji/upah tersebut telah mencukupi kebutuhan 
minimal, selain itu faktor gaji dan upah ikut mempengaruhi baik tidaknya 
kinerja pegawai. Gaji/upah sebagai salah satu komponen penting dalam 
upaya meningkatkan kerja pegawai dan sebagai faktor perangsang dalam 
mendorong pegawai untuk tercapainya tujuan, sehingga pemberian upah 
yang layak bagi karyawan harus di perhatikan. Tujuan utama pemberian 
gaji/upah tampaknya sudah tidak perlu di permasalahkan lagi, yaitu 
menciptakan pegawai yang berkualitas di samping masalah keadilan, maka 
dalam pengupahan perlu di perhatikan pula unsur kelayakan. 
Kelayakan ini bisa di bandingkan dengan pengupahan pada 
perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan 
pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan 
kebutuhan pokok minimum. Dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari 
segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang 
lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. 
Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa 
janganlah mempekerjakan seseorang, dengan gaji/upah jauh di bawah 
upah yang biasanya di berikan. 
Islam penentuan perkiraan upah di saat pertama kali melakukan 
transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus di lakukan di 
antaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang 
upah yang di tentukan maka penentuan perkiraan gaji/upah tersebut di 
tentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan 
atau menangani gaji/upah kerja ataupun pekerja yang hendak di perkirakan 
 
 
upahnya. Perkiraan gaji/upah yang di tentukan telah di sesuiakan dengan 
manfaat jasanya, di mana perkiraan jasanya tidak bersifat paten, melainkan 
dengan masa yang telah menjadi kesepakatan,  ataupun terkait dengan 
pekerjaan yang sepakat untuk di laksanakan, ataupun terkait dengan 
pekerjaan yang sepakat untuk di laksanakan, sehingga bila masanya telah 
berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan gaji/upah yang 
baru bisa dimulai kembali. 
Kebutuhan pokok (primer) dalam padangan Islam mencakup 
kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang dan 
papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu, berupa pendidikan, 
kesehatan dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh 
kebutuhan pokok (primer) setiap warga Negara (muslim dan non muslim) 
secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. 
Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, meurut 
Islam Negara menetapkan suatu strategi politik yang harus di laksanakan 
agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar 
strategi pemenuhan kebutuhan pokok di bedakan antara pemenuhan 
kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa 
jasa. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang sandang, 
pangan, serta strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, 
kesehatan, dan pendidikan.  
Pengelompokan ini di lakukan karena terdapat perbedaan antara 
pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, serta antara kebutuhan 
yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa. Untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok yang berupa barang, Negara memberikan jaminan 
dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan 
kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan 
tersebut.sementara itu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasa pokok 
 
 
dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni Negara secara langsung 
memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut. Berdasarkan praktik di 
lapangan, cara pembayaran terbagi menjadi dua macam, yaitu menurut 
waktu pembayaran dan tempat pembayaran. 
a. Menurut Waktu Pembayaran, terbagi : 
1. Upah bulanan adalah upah yang di bayarkan oleh pengusaha 
kepada pekerja/buruh pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan 
berjalan atau awal bulan berikutnya. 
2. Upah mingguan adalah upah yang di bayarkan oleh pengusaha 
kepada pkerja/buruh pada setiap minggu. Bisa seminggu sekali atau 
dua minggu sekali, jadi kembali pada kesepakatan kedua pihak. 
b. Menurut Tempat Pembayaran, terbagi : 
1. Di kantor perusahaan yang umumnya di sepakati secara otomatis 
oleh para pihak dalam suatu perjanjian kerja.  
2. Di lokasi kerja atau tempat-tempat lain yang di sepakati, 
berdasarkan pertimbangan kepraktisan atau kemudahan karena 
tempat kerja yang terpencar-pencar. 
c. Pelaksanaan Upah Minimum Regional PT. Budi Lampung 
Sejahtera  
Berdasarkan uraian-uraian di atas pada Bab-bab sebelumnya 
tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional tampaknya PT Budi 
Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu bahwa 
pelaksanaan tersebut pada dasamya sesuai dengan peraturan pemerintah 
namun jika di teliti masih terdapat hal-hal yang belum sejalan dengan 
Hukum Islam. Dalam pelaksanaan UMR di PT. Budi Lampung Sejahtera 
dan pangkajian memakai sistim individu, untuk jumlah gaji di hitung 
sesuai dengan peraturan tentang Upah Minimum Regional termasuk upah 
lembur. Hari raya saja perusahaan  
 
 
mangambil sistem dengan kriteria terandah seperti halnya persamaan 
antara lembur hari minggu, hari libur serta hari raya, demikian pula halnya 
dengan jaminan sosial, kreteria yang di ambil adalah yang terandeh yang 
untuk jelaanya sebagai berikut:  
Pangertian upah, dasar hukum dan tata cara pelaksanaannya baik di 
dalam Hukum Islam maupun perdata di atur sedemikian rupa, sehingga di 
harapkan kedua belah pihak tiada yang di rugikan bahkan saling 
mendapatkan keuntungan. Hukum Islam hanya mengenal upah namun 
dalam konsep hukum Islam hanya kemukakan dalam garis besarnya saja, 
hukum Islam mangajarkan agar manusia selalu saling tolong manolong 
asalkan dalam hal yang baik. Islam mangajarkan bahwa di dalam harta 
orang yang kaya terdapat hak si miskin, yang berarti si pemilik modal 
(orang kaya) atau pangusaha harus memberikan kesempatan kerja bagi 
orang-orang yang membutuhkan pekerjaan terutama orang miskin. 
Kemudian bila telah terjadi perjanjian kerja (aqad) maka kedua 
pihak harus melaksanakan dan mematuhi perjanjian itu. Berbeda dengan 
Hukum Perdata di mana perjanjian kerja termasuk di dalamn upah 
minimum telah  
di atur secara rinci maka di dalam Hukum Islam di kemukakan secara 
global. 
Hukum Islam tidak merinci berapa besamya UMR, tetapi secara 
tersirat nampak bahwa paling tidak harus memanuhi dan mancukupi 
kebutuhan minimum seorang pekerja dan keluarganya, dan upah itu harus 
di berikan secapat mungkin sebagaimana di berlakukan oleh Rasulullah 
SAW yakni  sebelum kering keringatnya.  
Tidak terdapat perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum 
Perdata tentang apa yang di makaud dengan upah, keduanya mangandung 
unsur imbalan yang di berikan atas  jasa yang di keluarkan. Sekalipun 
Islam dengan dasar Al-Qur’an dan Sunnah tidak merinci tentang 
 
 
pelaksanaan upah baik tentang bentuk upah, cara dan waktu pembayaran, 
denda dan potongan upah, upah lembur termasuk sanksi terhadap 
pelanggaran atas perjanjian kerja sebagaimana di atur dalam Hukutn 
Perdata, namun konsep umum Al-Qur’an dan Sunnah memberikan 
kebebasan bagi ummatnya untuk menentukan sendiri hal-hal yang 
manyangkut perjanjian kerja, dan sangat boleh jadi apa yang telah di 
tetapkan oleh Hukum Perdata.  
Berdasarkan pemikiran yang terdapat dalam Hukum Islam 
kalaupun terdapat ganjalan Upah Minimum Regional yang di tetapkan 
oleh pihak pangusaha, dalam hal ini itulah yang menyebabkan sering 
terjadi pemogokan kerja yang menuntut kenaikan upah. Sementara yang di 
kehendaki oleh Hukum Islam ketentuan upah harus benar-benar 
merupakan kesapakatan kerja antara pekerja dengan perusahaan dengan 
konsep jangan ada yang di rugikan. Dalam menganalisa pelaksanaan Upah 
Minimum Regional di PT. Budi Lampung Sejahtera menurut Hukum Islam 
dan Hukum Perdata di kemukakan dua permasalahari pokok, yaitu sistem 
penggajian dan Jaminan Tenaga kerja.  
Hukum Islam di mana Islam mangharapkan agar hak seorang 
segera di bayarkan atau di berikan kapada yang berhak menerimanya. Jadi 
uang itu harus di berikan tanpa waktu yang menyebabkan keresahaan 
pekerja. 
 
 
  
 
 
BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat di ambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pembayaran yang di pergunakan di PT. Budi Lampung Sejahtera 
adalah menggunakan sistem per individu, dalam pengertian jumlah 
upah yang di berikan yang tidak sesuai dengan standar UMR tetapi di 
berikan secara individu. Hal ini dapat kurang baik  karena bisa 
mangakibatkan timbulnya kecurigaan antara sesama pekerja. Apalagi 
sering terdengar adanya potongan-potongan upah yang tidak seragam. 
Adapun penggajian di PT. Budi Lampung Sejahtera Kabupaten Way 
Kanan dapat di kategorikan sebagai berikut: 
Gaji pokok di berikan dengan dua sistem, gaji pokok untuk pekerja 
tetap dan gaji pokok untuk pekerja penyadap. Gaji pokok untuk pekerja 
tetap adalah Rp.75.000 per hari sehingga Rp. 75.000 x 30 = Rp 2. 
100.000 sedangkan untuk gaji pekerja penyadap sebesar Rp 1000/ KG.  
Uang lembur dan apa yang di dapat dalam penelitian nampak 
bahwa pelaksanaannya adalah Rp 9.375 per hari bagi pekerja tetap. 
2. Besaran upah dalam hukum Islam itu di tetepkan oleh perusahaan, jika 
di lihat dari kepantasan upah pada pegawai PT Budi Lampung Sejahtera 
belum baik , karena nilai-nilai dalam hukum Islam belum sepenuhnya 
di penuhi. Konsep hukum Islam lebih menekankan pada upah pekerja di 
berikan secara adil dan layak.  Penetapan upah pekerja PT Budi 
Lampung Sejahtera belum berdasarkan upah harga pasaran, tidak 
menetapkan standar Upah Minimum Regional (UMR). Jika bahan baku 
yang didapat oleh pegawai itu sediki, maka upah pekerja belum 
mencukupi kebutuhan hidupnya.  
 
 
 
 
B. Saran-saran 
1. Penetapan Upah Minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam 
bentuk Surat Keputusan Gubernur sehingga dalam penerapan sanksi 
hukum terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. 
Oleh karena itu agar penerapan sanksi hukum dapat dilaksanakan secara 
optimal penetapan Upah Minimum perlu dituangkan dalam Peraturan 
Daerah. Dengan penetapan Upah Minimum melalui PERDA maka 
wakil rakyat di DPR akan ikut terlibat dalam rangka memberikan 
perlindungan bagi pekerja/buruh (masyarakat). 
2. Perlu adanya tindakan tegas dari perusahaan dalam memberikan upah 
kepada pegawai apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, 
apabilah tidak sesuai dengan hukum Islam maka perusahaan perlu 
memodifikasinya agar sesuai dengan hukum Islam. 
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